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PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (4), ayat
(5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu
menetapkan  Peraturan  Menteri Agraria dan  Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan
Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan
Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail
Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 329);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG RENCANA TATA
RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU.

(1)
(2)

Pasal 1

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru ditetapkan

dengan Peraturan Menteri ini.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. Peta Wilayah Perencanaan Penataan Ruang
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

c. Peta Rencana Struktur Ruang sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

d. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat
Pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

e. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Transportasi  sebagaimana  tercantum  dalam
Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

f. Daftar Nama Ruas Jalan di Kota Banjarbaru
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

g. Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
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yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Jaringan
Infrastruktur Perkotaan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Rencana Pola Ruang sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Pemanfaatan dan Pendistribusian Ruang
Terbuka Hijau sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Penetapan Kawasan Strategis sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Tabel Indikasi Program Utama sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Resapan Air sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Sempadan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan
ruang di Kota Banjarbaru.

Pasal 2

Wali Kota Banjarbaru wajib menetapkan Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1 dengan Peraturan Daerah dalam jangka

waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak

Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari

kerja sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, prosedur

penetapan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru yang wajib

dilakukan meliputi:

a. penyampaian surat permohonan pelaksanaan
konsultasi oleh Gubernur Kalimantan Selatan
kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri dalam = rangka
melanjutkan proses evaluasi rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banjarbaru; dan

b. pengundangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Banjarbaru dalam lembaran daerah oleh Sekretaris
Daerah Kota Banjarbaru.

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan substansi

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II,

Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI,

Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X,

Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV,

Lampiran XV, Lampiran XVI, Lampiran XVII, Lampiran

XVIII, Lampiran XIX, dan Lampiran XX Peraturan Menteri

ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam hal Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah diundangkan

oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru maka Peraturan

Menteri ini dinyatakan tidak berlaku.

Dalam hal Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan

oleh Wali Kota Banjarbaru dan/atau tidak diundangkan
oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru sampai batas
waktu yang ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Banjarbaru yang ditetapkan dalam Peraturan

Menteri ini menjadi acuan pemanfaatan ruang dan

pengendalian pemanfaatan ruang.

Wali Kota Banjarbaru melakukan peninjauan kembali

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru
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sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Dalam hal hasil peninjauan kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) merekomendasikan Rencana Tata
Ruang Wilayah Kota Banjarbaru perlu direvisi, Wali Kota
Banjarbaru melakukan penyusunan dan penetapan
rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Dalam hal Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah
diundangkan, Peraturan Menteri ini dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka:

a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Menteri ini tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan tetapi tidak
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini,
dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang
dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam
Peraturan Menteri ini.

Pasal 4
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, peraturan
perundang-undangan yang menjadi acuan dalam
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di
Kota Banjarbaru yang bertentangan dengan Peraturan Menteri
ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas)
hari sejak tanggal diundangkan.

www.peraturan.go.id



2024, No.136 ..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2024
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

HADI TUAHJANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA
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LAMPIRAN 1

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BANJARBARU

MUATAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

BAR 1T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru ini yang dimaksud

dengan:

1.  Pemerintah Pusal adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang

kekuasaan pemerintahan negara Republlk Indonesia yang dibantu oleh

Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Selatan.

Daerah adalah Kota Banjarbaru,

Pemerintah Daerah adalah Wall Kota sebagal unsur penvelenggara

Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

5. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.

6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk hidup laln, melakokan keglatan dan memelihara
kelangsungan hidupnya.

7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem
jaringan prasaranad dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi Masyarakat vang secarn hierarkis memiliki
hubungan fungsional,

8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah
yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan
ruang untuk fungsi budi daya.

9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta
segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan
aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

10, Tara Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang,

11, Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

12, Pemanfaatan Ruang adalah upava untuk mewyjudkan Struktur Ruang
dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan
dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan
Tertib Tata Ruang.

14, Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah  kegiatan  yang meliputi
pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penatann ruang.

15, Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan
Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan
penetapan rencana Tata Ruang.

29N

www.peraturan.go.id



2024, No.136 .

16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan
penataan ruang dapat diwujudkan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

17, Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang,

18. Rencana Tata Ruang Wilayah vang sclanjutnya disingkat RTRW Kota
Banjarbaru adalah hasil perencanaan Tata Ruang wilayah yang
merupakan penjabaran dard RURW provinsd dan berisi tujuan, kebijakan,
strategl penataan ruang wilayah kota, rencana struktur dan Pola Ruang
wilayah kota, penetapan Kawasan strategis kota, arahan Pemanfaatan
Ruang wilayah kota, dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
wilayah kowa,

19, Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalab twjuan yang ditetapkan
Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru yang merupakan arahan perwujudan
visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan
yang mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman,
nyaman, produktil dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara
dan ketahanan nasional,

2. Xebijakan Penataan Ruang Wilavah Koia adalah arahan pengembringan
wilayah yang ditetapkan olch Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru guna
mencapai Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota dalam kurun waktu 20
[dua puluh} tahun.

21, Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan
penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapatan tindakan yang
lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan
Pola Ruang wilayah kota.

22, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yvang mencakup
rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan
Jaringan  prasarana wilayah  kota  yang  dikembangkan untuk
mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani keglatan skala kota,
meliputi  sistem  jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan
kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya
air, dan sistem jaringan lainnya.

23, Pusat Pelayanan Kota, vang selanjutnva disingkat PPK adalah pusat
pelavanan ekonomi, sosial, atau administrasi vang melayani selurah
wilayah kota atau regional.

24. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang sclanjutnya disingkat SPPK merupakan
pusat pelayanan ekonomi, sosial, atau administrasi yang melayani Bagian
Wilayah Perkotaan,

25, Pusat Pelayanan Lingkungan, vang selanjutnya disingkal PPL merupakan
pusat pelayanan ekonomi, sosial atau administrasi lingkungan
permukiman pada skala pelayanan kecamatan, kelurahan dan rukun

WATEA.

26, Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian
jalan, termasuk  bangunan pelengkap dan  perlengkapsnnya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, vang berada pada permukaan tanah, di
atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah danj/atau air, serta di
atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

27. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa
jaringan pengairan air beserta air di dalamnya, mulai dan hulu sampai
muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

28, Pusat Keglatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan
perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala
internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
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29, Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusl peruntukan
ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung
dan budidava vang memberikan gambaran Pemanfaatan Ruang wilayvah
kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang,

30. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau Budi
Daya,

31, Kawasan Lindung adalah wilayah vang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup vang mencakup sumberdaya
alam dan sumber dayva buatan.

32, Kawasan Budi Dayva adalah wilayah vang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan aias dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam,
sumber dava manusia dan sumberdaya buatan,

33. Badan Air yang selanjutnya disingkat BA adalah kumpulan air yang
besarnya, antara lain, bergantung pada relief permukaan  bumi,
kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan, suhu dan sebagainya,
misalnya sunga:, rawa, danau, laut dan samudra,

34, Kawasan Memberikan Perlindungan terbadap Kawasan Bawahannya vang
selanjutnya disebut Kawasan PTH adalah Kawasan vang diperuntukkan
untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas Kawasan
Hutan Lindung dan Kawasan gambut.

35. Kawasan Hutan Lindung yang sclanjutnya discbut Kawasan HL adalah
Kawnsan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan
sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata alr, mencegah banjir,
mengendalikan  erosi, mencegah intrusi air laot, dan memelihara
kesuburan tanah.

36, Kawasan Perlindungan Sctempat yvang sclanjutnya discbut Kawasan PS
adalah Kawasan vang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan
yang dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas dan penyedinan tata air
dan kelancaran serta Ketertiban pengaturan dan pemanfaatan alr dari
sumber-sumber air.

37. Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah
area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya Jebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman
secara alamiah maupun vang  sengaja  ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial
budaya, dan estetika.

38. Rimba Kota yang selanjutnya disecbut RTH-1 adalah suatu hamparan
lahan yvang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam
wilayah perkotazn baik pada tanah Negara maupun tanah hak, vang
ditetapkan sebagai Rimba Kota oleh pejabat yang berwenang,

39. Taman Kota vang selanfutnva disebut RTH-2 adalah lahan terbuka yang
berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi
atau kegiatan lain vang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota
atau bagian wilayah kota,

40, Taman Kecamatan vang selanjutnya disebut RTH-3 adalah taman yang
ditujukan untuk melavani penduduk satu kecamatan.

41. Taman Kelurahan yvang selanjutnya discbut RTH-4 adalah taman yang
ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

42, Taman RW yang selanjutnya disebut RTH-3 adalah Taman vang ditujukan
untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan
olahmga Masyarakal, serta kegiatan Masyarakat lainnyva di lingkungan
RW tersebut.,

43. Taman RT yang seclanjutnya disebut RTH-6 adalah taman yang ditujukan
untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 [satu) RT, khususnya untuk
melavani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut,
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44. Pemakaman yang sclanjutnya disecbut RTH-7 adalah penyediaan ruang
terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah.
Selain itu juga dapat berfungsi sebagal daerah resapan air, tempat
pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat
hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat
dan sehagal sumber pendapatan,

45, Jalur Hijau yang selanjutnya disecbut RTH-8 adalah jalur penempatan
tanaman serta elemen lansekap lainnya vang terletak di dalam ruang
milik jalan [(RUMEJA] maupun di dalam ruang pengawasan jalan
|IRUWASJA)  sering  disebut  jalur  hijau  karena dominasi  elemen
lansckapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

46. Badan Jalan yang selanjutnya disingkat BJ adalah bagian jalan yang
berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama.

47. Kawasan Pertanian yang selanjutnva disebut Kawasan P adalah Kawasan
yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan,

48, Kawasan Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Kawasan P-1 adalah
Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan
basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan
dan pengembangan tanaman pangan.

49, Kawasan Hortikultura yang selanjutnya discbut Kawasan P-2 adalah
Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan
tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sarl.

50, Kawasan Perkcbunan yang sclanjutnya discbut Kawasan P-3 adalah
Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan
baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas
perkebunan.

51. Kawasan Peternakan yang selanjutnva disebut Kawasan P-4 adalah
peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan peternakan atau
terpadu  dengan komponen usaba tani (berbasis tanaman  pangan,
perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ckonomi dan
berakses dart hulu sampai hilir.

52. Kawasan Perikanan Budl Daya vang sclanjutnya dischbut Kawasan 1K-2
adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya
ikan atas dasar potensi sumber dava alam, sumber daya manusia, dan
kondis! lingkungan serta kondisi prasarana dan sarana umum yang ada.

53. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Kawasan
PI'L adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduks! tenaga
listrik.

54, Kawasan Peruntukan Industri vang selanjutnya disebut Kawasan KPI
adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri
berdasarkan rencana Tata Ruang wilayah yvang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

55. Kawasan Pariwisata yang selanjutnya disebut Kawasan W adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang
dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam,
buatan, maupun budaya,

56, Kawasan Permukiman yang sclanjutnya disebut Kawasan PM adalah
Kawasan yvang merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan
lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, vang
berfungsi schagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan
tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

57. Kawasan Perumahan yang selanjutnya disebut Kawasan R adalah
peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang
mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat vang dilengkapi
dengan fasilitasnya.
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58. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang selanjutnya disebut
Kawasan FUS adalah Fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada
lingkungan perumahan dan Kawasan komersial.

59, Kawasan Infrastruktur Perkotasn yang selanjutnys disebut Kawasan IR
adalah Kawasan yvang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana
dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman
perkotaan /kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, ruang
terbuka non hijau dan tempat evakuas: bencanaj.

60, Kawasan Campuran yvang sclanjutnya disebut Kawasan C adalah Kawasan
yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (Hga) fungst {campuran hunian
dan nonhunian| dengan luas 0,5-60 hektare, dengan Kkepadatan
menengah hingga tinggi vang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi,
dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasl keduanya,
berkesesuaian, saling melengkapi, saling mendukung, terhubung antara
satu dengan lainnya sebagal satu kesatuan, serta merupakan Kawasan
ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang
memadai.

61, Kawasan Perdagangan dan Jasa yang sclanjutnya discbut Kawasan K
adalah peruntukan ruang vang merupakan bagian darl Kawasan budi
daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha vang bersifat
komersial, tempar bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi,
dan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

62, Rawasan Perkantoran yvang selanjutnya disebut Kawasan KT adalah
peruntukan ruang yang merupakan bagian dari Kawasan budi daya yang
difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemernintahan,
pelavanan publik dan perkantoran swasta schagai tempat bekerja, tempat
berusaha, dan  dilengkapl dengan fasilitas umum dan  sosial
pendukungnya.

63. Kawasan Transportasi vang selanjutnva disebut Kawasan TR adalah
peruntukan ruang vang dikembangkan untuk kegiatan dan kepentingan
transportasi dan perhubungan darat, laut, dan udara pada skala
pelayanan nasional dan provinsi dan jasa pelayanan transporiasi yang
mendukung,

64, Kawasan Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Kawasan
HK adalah peruntukan tanah vang merupakan bagian dari Kawasan budi
daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan
bidang pertahanan dan keamanan seperti kantor, instalast hankam,
termasuk tempat latthan baik pada tingkat nasional, Kodam, Korem,
Koramil, dan sebagainya,

65. Kawasan Strategis adalah Kawasan yang penataan ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
kota terhadap ckonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta
pendayvagunaan sumber alam dan teknologi.

66, Ketentuan Umum Zonasi vang selanjutnya disebut KUZ adalah ketentuan
umum vang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang vang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan
ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota,

67. Insentif adalah perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan
daya tarik, dan/atau memberikan  percepatan terhadap Kegiatan
Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang periu
didorong pengembangannya.

G8. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah danj/atan membenkan
batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan
Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan
daya tampung lingkungan,

69, Kescsuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
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70. Ronfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen
yang menyvatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RDTR.

71, Rekomendasi Kesesuaian Kegintan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen
yvang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan
Ruang dengan RDTR,

72. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasl.

73. Pemangku Kepentingan adalah orang atau pihak yang memiliki
kepentingan dalam  penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kota,
dan Masyarakat,

74, Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat atau badan hukum.

75. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang,

76. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat Pusat Dan Daerah yang
bertugas untuk membanty Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dengan memberikan  pertimbangan dalam  Penyelenggaraan FPenataan
Ruang.

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2
Ruang lingkup RTRW Kota Banjarbaru terdiri atas:
a. Ruang lingkup Wilayah perencanaan;
b,  Ruang lingkup muatan.

Pasal 3

(1] Ruang lingkup Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 huruf a meliputi seluruh Wilayah Kota Banjarbaru yang mencakup
Ruang darat dan air seluas kurang lebih 30.515,26 (tiga puluh rnibu lima
ratus lima belas koma dua enam) hektare beserta Ruang udara di atasnya
dan Ruang di dalam bumi.

(21 Wilayah perencanaan berada pada titik koordinat 03°22'38°.03°34°11°
Lintang Sclatan dan 1 14°30°287- 1 14°54728" Bujur Timur,

(3) Bams-batas Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

. sebelabh Utara berbatasan dengan Kecamatan Martapura, Kabupaten
Banjar;

b, sebelah Selatan berbalasan dengan Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten
Tanah Laut;

¢, sebelah Barat berbatasan dengan Recamatan Gambut, Kabupaten
Banjar; dan

d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Karang Intan,
Kabupaten Banjar.

(4] Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipuri:

a. Kecamatan Landasan Ulin dengan luas kurang lebih 7.393,62 (tujuh
ribu tiga ratus sembilan puluh tiga koma enam dua) hektare tecdir
aras:

1. Kelurahan Syamsuddin Noor;

2. Kelurahan Guntung Payung;

3, Kelurahan Landasan Ulin Timur; dan
4.  Kelurghan Guntung Manggis.

b,  Kecamatan Liang Anggang dengan luas kurang lebih 7 483,44 (tujuh
ﬁ?:ili empat ratus delapan puluh tign koma empat empat| hektare
terdiri atas:
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Kelurahan Landasan Ulin Barazt,

Kelurahan Landasan Ulin Utara;

Kelurahan Landasan Ulin Selatan; dan

Kelurahan Landasan Ulin Tengah,

. !\ccamatan Cempaka dengan luas kurang lebih 11.453,48 (schelas
ribu empat ratus lima puluhb tiga koma empat delapan) hektare terdiri
atas:

i.  Kelurahan Palam,;

2, Kelurahan Bangkal;

3,  Kelurahan Sungai Tiung: dan
4. Kelurahan Cempaka.

d.  Kecamatan Banjarbaru Uiara dengan luas kurang lebih 2,687,607
|dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh koma enam tujuh) hektare
terdiri atas:

1. Kelurahan Loktabat Utara;
2, Kelurahan Mentaos;

3. Kelurahan Komet; dan

4.  Kelurahan Sungai Ulin.

¢, Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan luas kurang lebibh 1,497 06
|seribu empat ratus sembilan pulub tujuh koma nol enam| hektare
terdiri atas:

1. Kelurahan Loktabat Selatan;

2.  Kelurahan Kemuning;

3. Kelurahan Guntung Paikat; dan
4. Kelurahan Sungai Besar.

e

Pasal 4
Ruang lingkup muatan scbagmmana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b
meliputh
Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota;
Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;
Rencana Pola Ruang Wilayah Kota;
Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota;
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
Kelembagaan;
Hak, kewajiban, dan Peran Masyarakat;
Rencana Detail Tata Ruang; dan
Retentuan Lain-Lain,

- L B -

BAB I
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA

inn Kesaty
Tujuan Penataan Ruang Wikayah Kota

Pasal 5
Tujuan Penataan Ruang Wilavah Kota adalah mewujudkan Kota Banjarbaru
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang nyaman sebagai huniam,
layanan pendidikan, transportasi, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa
berskala nasional dengan mengedepankan efisiensi Pemanfaatan Ruang,
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Bagian Kedua
Kebljakan Penataan Ruang

Pasal b
(1] Untuk mewujudkan Tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan penataan Ruang,
(2) Kebijakan penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1} terdini
atas:

a.  pengembangan  pusat-pusat pelayanan untuk  mendukung
perwujudan  fungsi pemerintahan Jbukota Provinsi Kalimantan
Selatan;

b, pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas
umum dilengkapl dengan sarana dan prasarana optimal untuk
mendukung aktivitas Masyarakat yang nyaman, aman, dan seimbang
serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan;

c. pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan
perdagangan  dan  jasa  sebagai  penggerak  perekonomian  serta
peningkatan investasi;

d. pengembangan dan pemantapan  jaringan transportasl  dalam
mendukung sistem perkotaan dan pemerataan pembangunan; dan

c. peningkatan upava pengendalian fungsi Kawasan untuk tetap
menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang,

Bagian Ketlga
Strategi Penataan Ruang

Pasal 7

(1] Untuk melaksanakan Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ditetapkan Strategi Penataan Ruang.

(2] Strategi pengembangan  pusat-pusat  pelavanan  untuk  mendukung
perwujudan fungsi pemerintahan lbukota Provinsi Kalimantan Selatan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2| huruf a, meliputi:

a.  menctapkan Kawasan Strategis vang menunjang fungsi |bukota
Provinsi Kalimantan Selatan dan Pusat Kegiatan Nastonal,

b, mengembangkan sistern  pusat  pelayanan  perkotaan melalui
pemenuhan fasilitas umum dan sosial kota sesual dengan skala
pelayvanannya;

c.  menata dan memantapkan tiap Kawasan sesuai dengan fungsi dan
perannya masing-masing;

d, meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas infrastrukinr  antar
Kawasan dan antar pusat kegiatan baik darl dalam maupun luar
Kota Banjarbaru; dan

.  mendorong mengembangkan jasa penunjang pelavanan perkantoran
dan pemerintahan skala Provinsi dan nasional.

(3) Strategi pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman dan fasilitas
umum dilengkap: dengan  sarana  dan  prasarana  optimal untuk
mendukung aktivitas Masyarakat vang nyvaman, aman, dan selmbang
pada skala pelayanan Provinsi dan nasional serta mempertimbangkan
daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
hurul b, meliputi:

A, mengembangkan Kawasan Perumahan yvang nyaman dan aman bagi
seluruh Masyarakar,

b. mewujudkan ketersediaan jaringan dan infrastruktur energi serta
jaringan dan infrastruktur telekomunikasi;
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¢, mengembangkan jaringan dan Infrastruktur sumber daya air yang
mampu menunjang mitigasi bencana; dan

d. mengembangkan sistem jaringan infrastruktur perkotaan sccara
optimal.

(4] Strategi pengembangan dan peningkatan kegiatan pariwisata, industri dan
perdagangan dan jasa sebagai penggerak perekonomian serta peningkatan
investasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (2) huruf ¢, meliputi;
a.  mengemhbangkan daya tarik dan keglatan kepariwisataan;

b. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang mampu
memenuhi  kebutuhan industri besar serta industrl kecil dan
menengah;

¢,  mengembangkan Kawasan Perdagangan dan Jasa vang mampu
merpe'::al;hi kebutuhan perdagangan dan jasa skala lokal hingga
nasional;

d.  mengatur kegiatan industri serta perdagangan dan jasa sesuai skala
kegiatannya di seluruh Wilayah kota; dan

e. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri.

(5] Strategi pengembangan dan pemantapan jaringan transportasi dalam
mendukung  sistem perkotaan  dan pemerataan pembangunan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2] huruf d, meliputi:

a. mewujudkan jaringan dan infrastruktur transportasi skala regional
dan nasional;

b.  mengembangkan jaringan dan Infrastruktur transportasi skala koia;
dan

c. mewujudkan pergantian antarmoda transportasi perkotaan yang
herkesinambungan,

(6) Strategi peningkatan upaya pengendalian fungsi Kawasan untuk 1etap
menjaga kelestarian dan efisiensi Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2] huruf e, mellputi:

a.  mewujudkan kelestanan Kawasan Lindung;

b, mengatur Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budi
Daya secara efisien melalui Ketentuan Umum Zonasi; dan

¢,  menetapkan ketentuan khusus bagi Kawasan rawan bencana,
Kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan dan Kawasan pertambangan mineral dan batu
bara.

BAB 1V
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8
(1] Rencana Struktur Ruang Wila Kota terdiri atas:
a.  sistem pusal pelayanan; dan
b, sistem jaringan prasarana.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan
Pasal 9
(1] Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a,

terdiri atas:

a. PPK;

b. SPPK; dan

c. PPL.
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(2) PPK schagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf a berfungsi schagal
Rawasan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan dan jasa serta
permukiman terletak di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara.

(3) SPPK sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, meliputi:

a. SPPK 1 berfungsi scbagai pusat kegiatan transportasi, pusat
pemerintahan, Industrl, pendidikan, perdagangan dan [asa, serta
permukiman terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan
Landasan Ulin; dan

b. S8PPK [l berfungsi schagai pusat pemerintahan, kepariwisataan,
pendidikan, perdagangan dan jasa, serta permukiman terletak di
Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan Cempaka.

(4] PPL sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢, meliputi:

a.  PPL ] berfungsi sebagai pusat permukiman, serta perdagangan dan
jasa terletak di Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;

b, PPL IT berfungsi sebagai pusat kegiatan industrs, permukiman, serta
perdagangan dan jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Selatan,
Kecamatan Liang Anggang;

¢, PPL Il berfungsi sebagal pusat permukiman, serta pendagangan dan
jasa terletak di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang
Anggang:

d. PPL IV berfungsi sechagal pusat permukiman, serta perdagangan dan
jasa terletak di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan

e, PPL V berfungsi sebagal pusat permukiman, serta perdagangan dan
jasa terictak di Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 10
Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,
terdiri atas:
a, sistem jaringan transporiasi;
b. sistem jaringan encrgi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. infrastruktur perkotaan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportast

Pasal 11

Sistem jaringan transportasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a,

tendiri atas;

d4.  sistem jaringan jalan;

b, sistemn jaringan kereta api; dan

c¢. bandar udara umum dan bandar udara khusus.
.

Pasal 12
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri
atas:
a. jalan umum;
b, jalan khusus;
c. jalan tol;
d. terminal penumpang;
e. terminal barang; dan
f. jembatan.
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Pasal 13
(1] Jalan umum schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri atas:
a,  jalan arteri;
b. jalan kolektor;
c, jalan lokal; dan
d. jalan lingkungan.
(2] Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a, terdiri atas:
a. jalan arteri primer; dan
b, jalan arteri sekunder,
(3) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a, terdiri
atas:
a. Brs. Kota Banjarmasin - Sp. Liang Anggang,;
b, Sp. Liang Anggang - Ds. Liang Anggang (Bts. Kab, Tala);
¢.  Pelabuhan Trisakti - Sp. Liang Anggang,
d.  Sp. Liang Anggang - Martapura;
e¢.  Sp. Handil Bakti/Sp. Serapat - Km. 17 (by pass Banjarmasin|;, dan
f.  Jalan Akses Bandara Syamsuddin Noor,
(#] Jalan arteri sekunder sebagaimana dimaksud pada avat (2) hurut b, terdir

atas:

a. Guntung Manggis,
b,  Paramuan Ujung,;
¢.  Paramuan;

d. Barjad;

e. Basukl Rahmat,

f. Pangeran Antasari;
g Gotong Royvong II;
h.  Karang Anyar I;

i.  Panglima Batur;

j.  Rahayu;

k. Pangeran Antasari Minggu Raya; dan
L

Basuki Rahmat Minggu Raya,
(5) Jalan kolcktor schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
g, jadan kolektor primer; dan
b. jalan kolektor sckunder.
(6] Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huraf a, terdiri
atas:
a,  Guntung Pinang - Guntung Upih (Balai Banjar] - Kawasan
Perkantoran;
b, Gunung Kupang - Tambang Ulang;
c. Jalan Trikora - Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsl
Ralimantan Selatan {Aneka Tambang);
Jalan Mistar Cokrokusumo — Ancka Tambang (SMA 3);
Jalan Poros Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan -
Jalan Palem;
Jalan Cempaka (Banjarbaru);
Banjarbaru - Aranio;
Jalan Trikora;
Sei. Abit — Sei. Jelal;
Mataraman - Sungai Ulin;
Jalan Golf Banjarbaru;
Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru;
Jalan Palam Banjarbaru,
Jalan Kong Ex Banjarbaru;
Jalan Dalam Kawasan Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan
Banjarbaru;
Jalan Angkasa - Akses Bandara;
Jalan ke Tempat Pembuangan Akhir Regional;

8
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r.  Banjarbaru - Cempaka; dan
s. Cempaka - Bati-Bati,

(7] Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf b,
tersebar di seluruh kecamatan,

(8) Jalan lokal sckunder scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
tersebar i seluruh kKecamaran,

(9] Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf d,
tersebar di seluruh kecamatan.

(10} Rencana Jalan Akses Bandara Syamsuddin Noor sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) huruf f bersifat indikatif dan perwujudannya sesuai dengan
kebijakan dan ketentuan sektor terkail yang membidangi jalan nasional.

Pasal 14
Jalan khusus scbagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas:
a. Jalan Komplek Perumahan Citra Graha di Kecamatan Liang Anggang dan
Kecamatan Landasan Ulin; dan
b, Jalan Galuh Cempaka di Kecamatan Cempaka.

Pasal 15
(1] Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf ¢, terdiri atas:
& Banjarmasin -~ Liang Anggang;
b, Liang Anggang — Martapura; dan
¢. Liang Anggang — Pelalhari.
(2] Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1| bersifat indikatif dan
perwujudannya sesuai dengan kebijakan dan ketentuan sektor terkait
yang membidangi jalan tol.

Pasal 16
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berupa
terminal penumpang tipe C, meliputi:
a. Terminal Llang Anggang di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan
Liang Anggang; dan
b. Terminal Bis BRT Banjarbakula di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan
Banjarbaru Selatan,

Pasal 17
Terminal barang schagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdapar di
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Pasal 18
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf [ terdapart di:
Relurahan Guntung Palkat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;
Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;
Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;
Kelurahan Cempaks, Kecamatan Cempaks;
Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;
Kelurahan Sungat Tiung, Kecamatan Cempaka;
Kelurahan Gunrung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,
Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Uling
Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;

BErERTSORSARADE
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Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin;
Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang;
Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang; dan
Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang,

nepe

Pasal 19
(1) Sistem jaringan kereta apl yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huraf
b, meliputi:
a. jaringan jalur kereta api; dan
b, stasiun kereta api.
(2] Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) burufl a,
berupa jaringan jalur kereta api umum.
(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagalmana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas:
A jaringan jalur kereta api antarkota; dan
b, jaringan ialur kereta api perkotaan,
(4] Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
huruf a, terdirl atas Roridor:
a., Tanjung - Paringin — Barabal - Raniau - Martapura — Banjarmasin;
b. Banjarmasin - Balikpapan/Banjarmasin - Pelaihari - Batakan/
Tanah Grogot - Batulicin - Pelaihari/Banjarmasin -~ Pelaihan -
Batulicin; dan
¢. Banjarmasin - Palangkaraya.
(5] Jaringan jalur kereta api perkotaan schagaimana dimaksud pada ayat |3)
huruf b berupa Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan Syamsudin Noor.
(6) Stasiun Kereta Api schagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf b berupa
stasiun penumpang, meliputi:
a.  Stasiun Guntung Payung di Keluranhan Guntung Payung, Kecamatan
Landasan Ulln; dan
b. Stasiun Bandar Udara Svamsudin Noor di Kelurgshan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin.
(7) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1| bersifat
indikatif dan perwujudannya sesuai dengan kebjjakan dan ketentuan
sektor terkait vang membidangl Perkeretaapian,

Pasal 20

(1] Bandar udara umum dan bandar udara khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf ¢ adalah bandar udara pengumpul.

(2] Bandar udara pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1| berupa
bandar udara pengumpul skala pelayanan primer vaitu Bandar Udara
Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan
Ulin,

Paragrafl 2
Sistem Janngan Energi

Pasal 21

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 hurul' b,
berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,

(2] Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan
sarana pendukung,

(3] Jaringan infrastruktur penvaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
schagaimana dimaksud pada avat (2] meliputi:
a4, jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b, jaringan distribusi tenaga listrik; dan
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c. gardu listrik.

(4] Jaringan transmist tenaga lstrik antarsistem sebagaimana dimaksud
pada avat (3) huruf a, terdin atas;

a.  saluran udara tegangan tinggi (SUTT); dan

b. saluran transmisi lainnya.

(5] Saluran udara tegangan tingg (SUTT| sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) huruf a, meliputi:

a.  SUTT Cempaka - Mantuil di Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kecamatan Cempaka, Kecamatan Landasan Ulin dan Kecamatan
Ldang Anggang;

b, SUTT Cempaka - Rantau di Kecamatan Banjarbaru Selatan,
Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka;

¢, SUTT Pelaihari - Cempaka i Kecamatan Cempaka;

d. SUTT Cempaka - PLTA IR. PM Noor di Kecamatan Banjarbaru
Selatan, Kecamatan Banjarbaru Utara dan Kecamatan Cempaka; dan

e. SUTT Cempaka - Ulin di Kecamatan Banjarbaru Seclatan, Kecamatan
Landasan Ulin dan Kecamatan Liang Anggang,

(6) Saluran transmisi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b
berupa Jaringan [nterkoneksi di seluruh kecamatan,

(7] Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada avat (3)
huruf b, terdiri atas;

a.  Saluran Udara Tegangan Menengah [SUTM|, terdapat di seluruh
kecamatan; dan

b, Saluran Udara Tegangan Rendah [SUTR|, terdapat di  selurub
jaringan infrastruktur ketenagalistrikan vang telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan bidang energi dan sumber daya
mineral serta belum termuat dalam Peraturan Menteri Ini, akan
diatur Jebih lanjut datam rencana detail Tata Ruang Kabupaten /Kota,

(8] Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada avat (3) huruf ¢, terdiri atas:

a.  QOardu Induk Cempaka di Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan
Banjarbaru Selatan dan Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka,
dan

b.  Gardu Induk Bandara di Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan
Landasan Ulin.

(9 Dalam bal, jaringan infrastrukiur ketenagalistrikan yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan bidang encrgi dan sumber daya
mineral serta belum termuat dalam Peraturan Menteri ini, akan diatur
lebih lanjut dalam rencana detall Tata Ruang Kota,

Paragrafl 3
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22
(1] Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf ¢, terdiri atas:
A  jaringan tetap;
b, infrastrukiur jaringan tetap; dan
e, jaringan bergeral.
(2] Jaringan tetap sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Jaringan Serat Optik di seluruh kecamatan; dan
b. Telepon Fixed Line di scluruh kecamatan,
(3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan saruna dan jaringan tetap, meliputs
a.  Sentra Telepon Otomat (STQO) Banjarbaru di Kelurahan Sungal Ulin,
Kecamatan Banjarbaru Utara; dan
b. Sentra Telepon Otomat {STO) Landasan Ulin di Kelurahan Landasan
Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang
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(%) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada avatr (1} hurul b berupa
Jaringan bergerak seluler,

(5] Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada avat (3] berupa
menara Base Transoeiver Station (BTS) terdapat di:

Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

Kelurahan Lokiabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Kelurahan Sungal Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara;

Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;

Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Sungal Tiung, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Uling

Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Uling

Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;

Ketlurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Angrang,

Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang,

Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang, dan

Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang,

VERETRTIFETORLDE

q
Sistem Jaringan Sumber Dava Alr

Pasal 23

(1] Sistem jaringan sumber dava air schbagaimana dimaksud dalam Pasal 10
hurul d, merupakan prasarana sumber daya air,

(2] Prasarana sumber daya air schaguimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a.  sistem jaringan irigasi;
b. sistem pengendalian banjir; dan
c.  bangunan sumber daya air.

(3] Sistem jaringan irigasi sebagamana dimaksud pada avat (2) huruf a,
terdiri alas:

a.  jaringan wigasi sekunder; dan
b. jaringan irigasi tersier.

(4] Jaringan irigasi sckunder sebagaimana dimaksud pada ayat |3} huruf a
terdapat di Kecamatan Liang Anggang, Kecamatan Cempaka, dan
Kecamatan Banjarbaru Utara,

(5] Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada avat (3] huruf b
terdapat di Kecamatan Cempaka.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada avat |2} huruf b,
terdiri atas:

A, jaringan pengendalian banjir; dan
b, bangunan pengendalian bangir,

(7] Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf
a terdapat di Kecamatan Cempaka.

(8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
huruf b vaitu pintu pengendali banjir terdapat di Kelurahan Bangkal dan
Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka,

(9] Bangunan sumber dava air sebagaimana dimaksud pada ayat {2) hurul ¢
yaitu pintu air terdapat di:

a. Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;
b. Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka; dan
¢, Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Liang Anggang,
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Paragral 5
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 24
(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e,
terdiri alas:

a.  Sistem penyediaan air minum (SPAM);

b. Sistem pengelolaan air limbah {SPALJ;

c. Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
d. Sistem jaringan persampahan;

e, Sistem jaringan evakuasi bencana;

f. Sistem drainase;

g Jalur sepeda; dan

h. Jaringan pejalan kaki.

(2] Sistem penyediaan air minum (SPAM| sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurul a, meliputi:

A, jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan,

(3] Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, terdin
atas:

& jaringan air baku;
b, unit air baku;

€. unit produksi; dan
d. unit distribusi.

(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul a
merupakan prasarana dari unit air baku, yaitu Jaringan Air Baku
Bendungan Karang Intan di Kecamatan Banjarbaru Utars,

(5] Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3} huruf b yaitu Instalasi
Pengolahan  Alr Banjarbakula df Kelurahan Mentaos, Kecamatan
Banjarbaru Utara.

(6] Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, meliputi:

a. Instalasi Pengolahan Air 2 Pinus di Kefurashan Mentaos, Kecamatan
Banjarbaru Utara;

b, Instalasi Pengolahan Air Banjarbakula di Kelurahan Mentaos,
Kecamatan Banjarbaru Utara;

¢. Reservoir Peramuan di Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan
Liang Anggang;

d. Reservoir Guntung Manggis di Kelurahan Guntung Manggis,
Kecamatan Landasan Ulin;

e.  Reservoir Muslimin di  Kelurahan Sungali Besar, Kecamatan
Banjarbaru Selatan; dan

f.  Reservoir Syamsudin Noor di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan
Landasan Ulin.

(7] Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdapat di
seluruh kecamatan,

(8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
berupa bak penampungan air hujan terdapat di:

a. Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;
b, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;

¢, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan

d, Kelurahan Guniung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin,

(9] Sistem pengelolaan alr limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik.
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(10) Sistem pengelolaan alr Umbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat
[9) wvaitu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja ({[PLT) Kota
di Kelurahan Cempaka. Kecamatan Cempaka.

(11) Sistem pengelolaan  limbah  bahan  berbahaya dan  beracun  (B3)
stbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ terdiri atas:

a.  Sisiem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun [B3) RSD
Idaman Kota Banjarbaru di Kelurahan Guntung Manggls, Kecamatan
Landasan Ulin;

b. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kota
di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka; dan

¢, Industri Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Provinsi di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka,

(12} Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, meliputi:

A, tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R);

b, tempal penampungan sementara (TPS);

¢, tempat pemrosesan akhir (TPA); dan

d, tempat pengolahan sampah terpadu [TPST].

(13} Tempat pengelolaan sampah reuse, reduce, recycle (TPS3R| sehagalmana
dimaksud pada ayat (12) huruf a terdapat di Kelurahan Syamsudin Noor,
Kecamatan Landasan Ulin,

(14) Tempat penampungan sementara [TPS| sebagaimana dimaksud pada ayat
(12} huruf b terdapat dl:

Kelurahan Guntung Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan,

Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

Kelurnhan Komet, Kecamatan Banjarbaru Utara;

Kelurahan Loktabal Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara,

Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utam;

Kelurahan Sungal Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara;

Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Sungal Tiung, Kecamatan Cempaka;

Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin;

Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin;

Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin;

Kelurahan Landasan Ulin Baral, Kecamatan Liang Anggang,

Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang Anggang,

Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Llang Anggang, dan

Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang,

(15} Tcmpal pemrosesan akhir (TPA| sebagaimana dimaksud pada avat (12)
huruf ¢, terdin atas:

a,  TPA Gunung Kupang di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;
dan

b. TPA Regional Banjarbakula di Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Cempaka.

(16) Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST] sebagaimana dimaksud pada
avat (12) hurufl d, terdiri atas;

2. Pusat Daur Ulang (PDU) Loktabat Utara di Kelurahan Loktabat Utara,
Kecamatan Banjarbaru Utara;

b. Pusat Daur Ulang (PDU} Guntung Paikar di Kelurahan Guntung
Paikat, Kecamatan Banjarbaru Selatan;

PRSP OBEIFTIERNIAOTR
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c¢. Pusat Daur Ulang (PDU) Syamsudin Noor dl Kelurahan Syamsudin
Noor, Kecamatan Landasan Ulin; dan

d.  TPST TPA Regional Banjarbakula di Kelurahan Cempaka, Kecamatan
Cempaka.

(17) Sistem janingan cvakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, meliputi:

A, jalur evakuasi bencana; dan

b, tempat evakuasi bencana.

(18) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huruf a,
yang melewati:

a.  Rukun Mufakat - Warga Tunggal - Binamarga - Rambal - Manggis -
Taman Gembira Barat — Kasturi - Sp. Liang Anggang - Martapura —
Pangeran Antasari Minggu Raya - Pangeran Antasari;

b. Warga - Perdagangan - Pendidikan Masyarakat -« Keruing - Lanan -
Kemuning - Sp. Liang Anggang-Martapura - Pangeran Antasari
Minggu Rava - Pangeran Antasari;

¢, Sintuk - Zam Zam Jailani - Lanan - Kemuning - Sp. Liang Anggang -~
Martapura - Pangeran Antasari Minggu Raya - Pangeran Antasari;

d. Menuju Citra Graha - Citra Graha - Banjarbaru-Cempaka - Menuju

Banjarbaru - Cempaka,

Banjarbaru — Cempaka - Cempaka — Bati-Bati;

Taman Kehati - Sungai Tiung-Kiram - Sungai Tiung-Kiram -
Banjarbaru - Cempaka;

Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara Banjarbaru;

Tambak Tarap - Simpang 3 Lingkar Utara - Lingkar Utara
Banjarbaru;

Mcnuju Karang Anyar 2 - Menuju Pondok Mangga - Menuju Karang
Anyar 2 — Menuju Pondok Mangga - Darma Kusuma - Simpang 3
Lingkar Utara-Lingkar Utara Banjarbaru;

Sp. Liang Anggang — Martapura — Herkules;

Sp. Liang Anggang — Martapura;

Sp. Liang Anggang - Ds. Liang Anggang (Bts. Kab, Tala);

Jalan Trikora — Kenanga;

Pelabuhan Trisakti — Sp. Liang Anggang - Jalan Sejahtera;

Menuju Ke Guntung Manggis - Guntung Manggis — Sp. Liang
Anggang - Ds. Liang Anggang (Bts. Kab. Talal;

Menuju Sp. Liang Anggang - Ds, Liang Anggang {Bts, Kab, Tala) - Sp.
Liang Anggang — s, Liang Anggang [Bts, Kah, Tala);

Menuju Ke Soeratno - Soeratno - Sp. Liang Anggang - Martapurs;
Sapta Marga-Soeratno — Seeratno — Sp. Liang Anggang — Martapura;
Menuju SMPN 11 Banjarbaru;

Gotong Royong Raya - Simpang Pinus - Pangeran Suriansyah Ujung -
Mentaos Rayva - Kasturi;

u.  Menuju ke menuju Irigasi — menuju Irigasi — Kasturi; dan

v, Pondok Mangga - Simpang 3 Lingkar Utara — Lingkar Utara

TR oo

sagrFET

=

~wno

Banjarbaru.
(19) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (17) huraf b,
terdiri atas:
a.  Lapangan Murjani di Kelurahan Komet, Kecamatan Banjarbaru
Utara;
b. Puskemas Cempaka di Kelurahan Sungai Tiung, Kecamatan
Cempaka;

c.  SMPN 3 Banjarbaru di Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka;

d. SDN 1 Bangkal di Kelurahan Bangkal, Kecamatan Cempaka;

e, Masjil Ar Raudah di Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan
Banjarbaru Utara;
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SMPN 15 Banjarbaru di Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan
Landasan Ulin;
RS AUR! di Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan
Ulin;
Ponpes Al Falah di Kelurshan Landasan Ulin Tengah, Kecamatan
Liang Anggang;
Masjid Ar Rahman i Kelurahan Landasan Ulin Selatan, Kecamatan
Liang Anggang;
i. Kantor Kecamatan Landasan Ulin di Kelurshan Landasan Ulin
Timur, Kecamatan Landasan Ulin;
k., SMPN 10 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan
Liang Anggang:
I.  Masjid Nurul Muhajirin di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan
Landasan Ulin;
m. SMPIT Robbani di Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara;
dan
n. SMPN 11 Banjarbaru di Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan
Liang Anggang.
(20) Sistem drainase schagaimana dimaksud pada ayar (1) huraf §, meliputi:
a.  sistem jaringan drainase primer;
b, sistem jaringan drainase sckunder; dan
c.  sistem jaringan drainase tersier.
(21) Sistem jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (20)
huruf a, terdapat di seluruh kecamatan,
(22) Sistem jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat {20)
huruf b, terdapat di seluruh kecamatan.
(23) Sistem jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada avat (20)
huruf ¢, terdapat di seluruh kecamatan.
(24) Jalur sepeda sebagalmana dimaksud pada avat (1) huruf g, terdapat di:

S

-
.

a. Sp. Liang Anggang-Martapura;
b.  Wijayva Kusuma;

c.  Panglima Batur;

d.  Junjung Buih;

¢, Pangeran Hidayatuliah;

f.  Husni Thamrin,

g Kayu Manis;

h. Pangeran Antasari;

i. Basuki Rahmat;

J»  Pangeran Suriansvah;

k. Pangeran Antasari Minggu Raya; dan

I. Basuki Rahmat Minggu Raya.
(25} Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h,

meliputi:

A, Panglima Batur;

b, Pangeran Hidavatulkah;

c¢.  Husnl Thamrin,

d. Kayu Manis;

e. Pangeran Antasari;

f. Basuki Rahmat;

g Pangeran Suriansvah;

h. Pangeran Antasari Minggu Raya;
i.  Basuki Rahmat Minggu Rava;
j-  Nadjmi Adhani;

k. Karang Anvar [;

. Jenderal Sudirman;
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ST,

Taman Gembira Barat;
Taman Gembira Timur;
Taman Gembira Selatan;
Sp. Liang Anggang - Martapura;
Kestela;

Bengkiral,

Jati;

Srikaya;

Belimbing:

Nangka,

Kasturi;

Kasturi - Kemuning,
Kemuning;

Lanan;

. Pangeran Survanata;

Karamunting; dan
Salak.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Rencana Pola Ruang Wilayah Kota meliputi:
Kawasan Lindung: dan
Kawasan Budi Daya.

i,
b,

apgp

Bagian Kedua
Kawasan Lindung
Pasal 26
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, terdirt atas:
BA;
Kawasan PTB;
Rawasan PS; dan
RTH,
Paragraf 1
Badan Air
Pasal 27

BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hurul a seluas kurang leblh 276,66
(dua ratus wjuh puluh enam koma enam enam) hektare meliputl danau,
embung dan Sungai terdapat di:
Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 61,47 (enam puiuh satu
koma empat tujuh) hektare;
Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebibh 37,44 (tiga puluh tujuh
koma empat empat) hektare,
Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 164,24 (seratus enam puluh
empat koma dua empat} hektare;
Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 4,21 {empat koma dua
satu) hektare; dan

a.
b,

C.

www.peraturan.go.id



o7 2024, No.136

e.  Kecamatan Banjarbaru Utara seluas Kurang lebih 9,30 [(sembilan koma
tiga nol) hektare.

Paragraf 2
Kawasan yang Memberikan Perlindungan
terhadap Kawasan Bawahannva

Fasal 28
Kawasan PTB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa
Kawasan HL seluas kurang lebih 1.330,65 (seribu tiga ratus tiga puluh koma
enam lima) hekiare terdapar di Kecamatan Liang Anggang,

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Sctempat

Pasal 29

Rawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 hurufl ¢, seluas kurang

lehih 742,30 {tujuh ratus empat puluh dua koma tiga nol| hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 131,16 (seratus tiga
puluh satu koma satu enam) hektare;

b. Kecamatan Liang Anggang scluas kurang lebih 80,79 [(delapan puluh
koma tujuh sembilan) hektare;

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 456,92 (empat ratus lima
puluh enam koma sembilan dua) hektare,

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 26,49 (dua puluh
enam koma empat sembilan) hektare; dan

X Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 46,92 (empat puluh
enam koma sembilan empat) hektare,

Paragrafl 4
Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 30
(1] RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, seluas kurang lebih
546,18 (lima ratus empat puluh enam koma satu delapan) hektare

meliputi:

a. RTH-1;

b, RTH-2;

¢, RTH-3;

d, RTH-4;

¢. RTH-5;

f. RTH-G;

g RTH-7;dan
h. RTH-8

(2] RTH-1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul a, seluas kurang lebih

267 63 {dua ratus enam puluh tujuh koma enam tiga) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 19,29 [sembilan belas
koma dua sembilan) hektare;

b, Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 196,25 (seratus sembilan
puluh enam koma dua lima) hektare;

¢, Kecamatan Banjarbaru Selaian seluas kurang lebih 0,28 (nol koma
dua delapan| hektare; dan

d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 51,81 (lima puluh
satu koma delapan satu| hektare,
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(3] RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih
124,04 {seratus dua puluh empat koma nol empat] hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin scluas kurang lebih 68,12 (enam puluh
delapan koma satu dua) helktare;
b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 14,47 [empat belas
koma empal tujuh) hektare;
¢,  Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 0,96 [nol koma sembilan
enam) hektare,
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 2,37 (dua koma
tiga tujuh) hektare; dan
e,  Kecamalan Banjarbary Utara seluas kumang lebih 38,12 (tiga puluhb
delapan koma satu dua) hektare,
(4) RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lehih
1,97 (satu koma sembiian tujub} hektare terdapat di:
A,  Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 1,10 {satu koma satu nol)
hektare;
b,  Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,33 (nol koma
tiga tiga] hektare; dan
¢, Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 0,54 [nol koma
lima empat} hektare.
(5] RTH-4 schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, scluas kurang lebih
28,54 |dua puluh delapan koma lima empat] hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0,31 (nol koma tiga
satu) hektare,
b. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 26,55 (dua puluh enam
koma lima lima) hektare; dan
€. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 1,68 (satu koma
enam delapan) hektare.
(6) RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, seluas kurang lebih
3,53 (tiga koma lima tiga) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0.74 (nol koma tujuh
empat] hektare;
b, Kecamatan Liang Anggang secluas kurang lebih 0,05 [nol koma nol
lima) hektare;
c¢. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 1,22 (satu koma
dua dua) hektare; dan
d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,52 [satu koma
lima dua) hektare.
(7] RTH-6 scbagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf f, seluas kurang lebih
9,11 (sembllan koma nol sebelas) hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin scluas kurang Jebih 0,15 (nol koma satu
lima) hektare;
b, Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 0,17 [nol koma satu
tujuh) hektare;
c. Kecamatan Cempaka seluas kurang Iebih 7,40 (tujuh koma empat
nol|] hektare,;
d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,23 (nol koma
dua tiga) hektare; dan
c. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,16 (satu koma
satu enam) hektare.
(8] RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul g, seluas kurang lebib
93,53 {sembilan puluh tiga koma lima tiga] hektare terdapat di:
a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 17,39 [tujuh belas
koma tiga sembilan| hektare;
b, Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 58,47 (lima puluh
delapan koma empat tujuh| hektare;
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. Kecamatan Cempaka seluas kurang Iebih 6,37 (enam koma empat
tujuh) hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan scluas kurang lebih 4,52 |empat
koma lima dua) hektare; dan

e.  Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 6,68 (enam koma
enam delapan) hektare.

(9] RTH-8 scbagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf h, seluas kurang lebih

17,90 {tujuh belas koma sembilan nolj hektare terdapat di:

a.  Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 4,72 (empat koma
tujuh dua) hektare;

b, Kecamatan Liang Anggang scluas kurang lebih 1,19 (satu koma satu
sembilan) hektare;

¢, Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 8,41 (delapan koma empat
satu) hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 2,02 (dua koma
nol dual hektare; dan

e,  Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1,56 {satu koma
lima enam| hektare,

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 31
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) hurul b,
meliputi:
a. BJ;
b, Kawasan P,
¢,  Kawasan Perikanan dengan kode 1K
d. Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
c. Kawasan KPI;
. Kawasan W,
g Kawasan PM;
h. Kawasan C;
i Kawasan K
§.  Kawasan KT;
k. Kawasan TR; dan
. Kawasan HK.

Paragraf 1
Badan Jalan
Pasal 32

BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, seluas kurang lebih 287,90

(dua ratus delapan puluh tujuh koma sembilan nol) hektare terdapat di

. Kecamatan Landasan Ulin seluas Kurang jebih 89,40 (delapan puluh
sembilan koma empat nol] hektare;

b. Kecamatan Liang Anggang scluas kurang lebih 45,14 (empat puluh lima
koma empat belas) hektare;

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 72,36 |tujuh puluh dua koma
tiga enam) hektare;

d.  Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 35,83 (tiga puluh lima
koma delapan tiga) hektare; dan

c. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 45,18 [(empat puluh
lima koma satu delapan| hektare.
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Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 33

(1) Kawasan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, seluas kurang
lebih 7.857,31 (tujub ribu delapan ratus lima puluh twjuh koma tiga satu)
hektare meliputi:

a. Kawasan P-1;
b. Kawasan P-2;
¢, Kawasan P-3; dan
d. Kawasan P-4,
(2] Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a seluas kurang
lebih  2.326,37 (dua ribu tiga ratus dua puluh enam koma tiga tujuh)
hektare terdapat di
A.  Kecamatan Landasan Ulin scluas kurang lebih 241,87 (dua ratus
empat puluh satu koma delapan tujuh) hekiare;

b,  Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 363,35 (tiga ratus
enam puluh tiga koma tiga lima| hekiare;

¢, Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 1.606,23 (seribu enam
ratus enam koma dua tiga) hektare; dan

d. Kecamatan Banjarbaru Utara scluas kurang lebih 114,91 (scratus
empat belas koma sembilan satu) hektare,

(3] Kawasan P-2 sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang
lebih 851,02 (delapan ratus lima puluh satu koma nol dua| hektare
terdapat di:

a, Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 59,29 (lima puluh
sembilan koma dua sembilan) hektare;

b, Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 369,20 [tiga ratus
enam puluh sembilan koma dua nol) hektare,

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 23271 [(dua ratus tiga
puluh dua koma tujuh satu) hektare; dan

d. Kecamsatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 189,81 (seratus
delapan puluh sembilan koma delapan satu] hektare,

(4] Kawasan P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ seluas kurang
lebih 4.645,19 [empat ribu enam ratus empat pulub lma koma satu
sembilan| hektare terdapar di:

a. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang Jebih 1,02 [satu koma nol
dua) hektare;

b, Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 4,394 49 (empat ribu tiga
ratus sembilan puluh empat koma empat sembilan) hektare;

c. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 34,10 (riga puluh
empat koma satu nol) hektare; dan

d, Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 215,58 (dua ratus
lima belas koma lima delapan) hektare,

(5] Kawasan P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul d seluas kurang
lebih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh empat| hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 0,26 [nol koma dua
enam) hektare;

b, Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 31,08 (tiga pulub satu
koma nol delapan) hektare; dan

¢, Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 3,40 [tiga koma
empat nol) hektare,
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Paragraf 3
kKawasan Perikanan

Pasal 34
Kawasan Perikanan dengan kode 1K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
hurul ¢ berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode [K-2 seluas kurang
lebih 34,08 (tiga puluh empat koma nol delapan| hektare tesdapat di
Kecamatan Banjarbaru Utara.

Paragraf 4
Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 35

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE scbagaimana dimaksud

dalam Pasal 31 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan

kode PTL seluas kurung lebih 7,02 [tujub koma nol dua) heklare terdapal di:

a, Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 2,21 (dua koma dua satu)
hektare;

. Kecamatan Cempaka seluas kurang leblh 298 |dua koma sembilan
delapan) hektare; dan

(- Kecamatan Banjarbaru Selatan scluas kurang lebih 1,83 [satu koma
delapan tiga) hektare,

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 36

Kawasan KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 burul e scluas kurang

lebih 965,08 (sembllan ratus enam puluh lima koma nol delapan] hektare

terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 40,17 (empat puluh koma
satu tujuh) hektare;

b,  Kecamatan Liang Angegang seluas kurang lebih B83.68 (delapan ratus
delapan puluh tiga koma enam delapan) hekiare;

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebith 39,60 (tiga puluh sembilan
koma enam nol) hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,25 [nol koma dua
lima) hektare; dan

e.  Kecamatan Banjarbary Utara seluas kurang lebih 1,39 (satu koma tiga
sembilan| hekiare,

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasai 37

Kawasan W scbagalmana dimaksud dalam Pasal 31 huruf [ seluas kurang

lebih 349,19 (tiga ratus empat puluh sembilan koma satu sembilan| hektare

terdapat di:

a.  Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 1,72 [satu koma tujuh dua)
helktare;

b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 97 31 (sembilan puluh
tujuh koma tiga satu) hektare;

c. Kecamatan Cempaka scluas kurang lebih 248,12 (dua ratus empat puluh
delapan koma satu dua) hektare; dan
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d. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebth 2,04 (dua koma nol
empat} hektare.

Paragraf 7

Rawasan Permukiman

Pasal 38

(1] Rawasan PM secbagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g scluas
kurang lebih 14.233,09 (empat belas ribu dua ratus tiga puluh tiga koma
nol sembilan| hektare meliputi:

a.  Kawagsan B;
b, Kawasan FUS; dan
c. Kawasan [R.

(2] Kawasan R scbagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a seluas kurang
lebih 13.571,40 (tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh satu koma empat
nol| hektare terdapat di:

A,  Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 5.49%0,45 (lima ribu
empat ratus sembllan puluh koma empat lima) hektare;

b. Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 2.930,66 (dua ribu
sembilan ratus tiga puluh koma enam enam) hektare;

¢, Kecamatan Cempaka scluas kurang lebih 2,757,20 (dua ribu tujuh
ratus lima puluh tyjuh koma dua nol) hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 997 07 [sembilan
ratus sembilan puluh tujuh koma nol tujuh) hekrare, dan

e. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 1.396,03 (seribu
tiga ratus sembilan puluh enam koma nol tiga) hektare,

(3] Kawasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf b seluas kurang
lebih 619,15 (enam ratus sembilan belas koma satu lima)| hektare terdapat
di;

4. Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 84,06 (delapan puluh
empat koma nol enam) hektare;

b, Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 33,72 (tiga puluh tigs
koma tujuh duaj hektare;

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 359,72 (uga ramus lima
puluh sembilan koma tujuh dua) hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 94,45 {sembilan
puluh empat koma empat lima) hektare; dan

e. Kecamatan Banjarbaru Utara scluas kurang lebih 47,21 [empat
puluh tujub koma dua satu] hektare.

(4] Kawasan IR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huref ¢ seluas kurang
lebih 42,53 [empar puluh dua koma lima tiga) hektare terdapat di:

a. Kecamatan Landasan Ulin scluas kurang lebih 1,42 (satu koma
empat dua) hektare;

b,  Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 0,84 (nol koma
delapan empat) hektare,

¢, Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 3576 (tiga puluh lima
koma tujuh cnam) hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 0,75 (nol koma
tujuh lima) hektare; dan

e,  Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebibh 3,76 (tiga koma
tyjuh enam) hektare,
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Paragraf 8
Kawasan Campuran

Pasal 39
Kawasan C schaganimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h seluas kurang
lebibh 196,47 [seralus sembilan pulub enam koma empal tujuh) hekiare
terdapat di Kecamatan Liang Anggang.

Paragraf 9
Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 20

Kawasan XK sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 huruf | seluas kurang lehih

2.594,48 (dua ribu lima ratus sembilan puluh empat koma cmpat delapan|

hektare terdapat dic

a,  Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 584,14 (lima ratus delapan
pulub empat koma satu empat) hektare;

b, Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 996,75 (sembilan ratus
sembilan puluh enam koma tujuh lima| hektare;

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 421,57 (empat ratus dua puluh
satu koma lima tujub} hektare;

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 243,84 (dua ratus
empat puluh tiga koma delapan empat| hekiare; dan

¢. Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 348,18 (tiga ratus
empat puluh delapan koma satu delapan| hektare.

Paragrafl 10
Kawasan Perkantoran

Pasal 41

Kawasan KT schagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf | seluas kurang

lebih 501,53 (lima ratus satu koma lima tiga| hektare meliputi:

a.  Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 26,38 (dua puluh enam
koma tiga delapan| hektare,

b.  Kecamatan Liang Anggang seluas kurang lebih 1235 (dua belas koma tiga
lima) hektare;

c. Kecamatan Cempaka seluas kurang lebih 361,19 (tiga ratus enam puluh
satu koma satu sembilan) hektare;

d, Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 34,68 (tiga pulub
empat koma enam delapan) hektare; dan

¢.  Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 66,93 (enam puluh
enam koma sembilan tiga) hektare.

Paragraf 11
Rawasan Transportasi

Pasal 42
Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k seluas kurang
lebih 302,33 (tiga ratus dua koma tiga tiga) hektare terdapat di Kecamatan
Landasan Ulin.
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Paragraf 12
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf 1 seluas kurang

lebih 290,93 {dua ratus sembilan puluh koma sembifan tigal hekuare meliputd:

4.  Kecamatan Landasan Ulin seluas kurang lebih 166,63 (seratus enam
puluh enam koma enam tigal hektare berupa:

Den Zipur 8;

Den Zipur 8/GM;

Denzibang 2;

Mako Subden 1 Den Gegana Sat Brimolxia Kalsel,

Rindam V1 Mulawarman;

RS AURL

RS Tingkat VI Detasemen Keschatan Wilayah 06.04.02;

Sat Brimobda Kalsel; dan

Wisma TNI AU

. Kecnmatan Liang Anggang seluas kurang lebih 29,72 (dua puluh sembilan
koma tujuh dual hektare berupa;
1. Ditlantas Satpas Kalsel;

Kompi Senapan A Yonif 623;

Koramil 1006-12 Banjarbaru;

Lahan Klaim Kepemilikan Korem 101 /Antasari;

Lahan Rindam VI/Mulawarman, dan

Polsek Banjarbaru Barat.

c. l\ccamatan Cempaka scluas kurang lebih 22,18 [dua puluh dua koma
satu delapan) hektare berupa:
1. Dodik Latpur Rindam V1 Mulawarman; dan
2. Lahan Klalm Kepemilikan Korem 101 /Antasarl.

d. Kecamatan Banjarbaru Selatan seluas kurang lebih 7,46 (tujuh koma
empat enam) hektare berupa:
1. Polres Banjarbaru; dan
2. SPN Banjarbaru.

e.  Kecamatan Banjarbaru Utara seluas kurang lebih 64,95 (enam pulub
empat koma sembilan lima) hektare berupa:

Infantri Batalion 623 /BWU,

Lemasmil V Banjarbaru;

Polsek Banjarbaru Utara;

SPN Banjarbaru;

Subdenpom Banjarbaru; dan

Wivata Kartika Putra Korem 101 /Antasarl.

RN S NN =

PUMELON;

N

A SN

BAB VI
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

Pasal 44
(1] Kawasan Strategis yvang terdapat di Wilayah Kota Banjarbaru berupa
Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.
(2] Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan  ckonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi
A, Kawasan Central Business Distnct (CBD) Aerocity terletak di sebagian
Kecamatan Landasan Ulin, sebagian Kecamatan Liang Anggang,
sehagian Kecamatan Banjarbaru Utara;
b, Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan Terpadu terletak di
sebagian Kecamatan Liang Anggang;

www.peraturan.go.id



35 2024, No.136

o

Kawasan Perkantaoran Terpadu Pemerintah Provinsl Kallmantan
Selatan terietak di sebagian Kecamatan Cempaka, dan Kecamatan
Banjarbaru Selatan; dan

d. Pusat Olahraga Terpadu Kota Banjarbaru dan Wisata Geosite
Pumpung terletak di schagian Kecamatan Cempalka,

BAB VIl
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45
Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kota meliputi:
a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfantan Ruang,

Baglan Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemantaatan Ruang

Pasal 46
(1] Pelaksanaan Kesesuatan Kegiatan Pemanfaatan Ruang di wilavah Kota
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2] Penilalan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang menjadi
pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi
Rencana Tata Ruang.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

Pasal 47

(1) Indikasi program utama jangka mencngah lima tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf b, berpedoman pada:
A, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;

b, Rencana Pola Ruang Wilayah Xota; dan
¢, Kawasan Strategis Kota.

(2] Perwujudan Rencana Struktur Ruang Kota scbagaimana dimaksud pada
ayat (1} huruf a dilaksanakan melalui upaya pembangunan infrastruktur
dan sistem jaringan sarana prasarana oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah  Daerah  untuk  mendukung perwujudan  sistem  pusat
pelayanan.

(3] Perwujudan Rencana Pola Ruang Kola sebagaimana dimaksud pada ayat
[1) huruf b dilaksanakan melalui upava Pemanfaatan Ruang atau
penggunaan [shan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan
Masyarakat.

(4) Perwujudan Kawasan Strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayar (1)
huruf ¢ dilaksanakan melalul Pemanfaatan Ruang serta pembangunan
dan pengembangan sistem jaringan prasarana olch pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan
Kawasan Strategis kota.

(5) Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan scbagaimana
dimaksud pada avat (1), terdiri dari:

A, program utams;
b. lokasi program;
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besaran dan satuan program;
sumber pendanaan program;
instansi pelaksana program; dan
waktu pelaksanaan program,
() ‘sumbcr pembiavaan program disesualkan dengan kewenangan yang
dlmimn instansi pelaksana meliputi:
anggaran pendapatan dan belanja negara;

b. angraran pendapatan dan belanja Daerah Provinsi;

¢, angearan pendapatan dan belanja Dacrah Kota;

d. swasta,

¢.  Masyarakat; dan/atau

f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan,

(7) Instans| pelaksana program, meliputl:

a. Pemerintah Pusat;

b.  Pemerintah Daerah Provinsi;
¢, Pemerintah Dacrah Kots;

d.  swasta asing;

. swasta; dan/atau

f. Masyarakat.

(8] Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi
20 (dua puluh) tahun yang terdird atas 5 |lima) periode dan terbagl dalam
program tahunan, vaitu:

a. tahap | tahun 2023-2024;

b. tahap Il tahun 2025-2029;

c, tabhap Il tahun 2030-2034;

. tahap IV ahun 2035-2039; dan
e, tahap V tahun 2040-2043,

(9] Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Dalam hal perwujudan dan pembangunan sesual perubahan kebijakan
nasional yang bersifat strategis yang belum dimuat dalam RTRW tetap
dapat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

;D Rn

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfastan Ruang

Pasal 48

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 huruf ¢, dilaksanakan oleh Pemerintah
Daerah,

(2] Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang schagaimana
dimaksud pada avat (1| vang dilaksanakan olech Pemerintah Daerah
dilakukan terhadap RTRW.

(3] Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang  dilakukan
berdasarkan Indikasi program utama yang termuat dalam Rencana Tata
Ruang sehagaimana dimaksud pada ayat (2],

(4] Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan
dengan memadukan atau menyelaraskan antara indikasi program dalam
Rencana Tata Ruang dengan program sektoral dan kewilayshan dalam
dokumen rencana pembangunan baik di pusat maupun di Dacrah secara
terpadu.
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(5) Sinkronisasl program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen,
meliputi:
a. Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan
b, Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 {satu)
tahunan,
(6) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang schagaimana
dimaksud pada avat (5 menjadi masukan untuk pelaksanaan
peninjauan kembali dalam rangka revisi Rencana Tata Ruang.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

(1] Xetentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilavah Xota digunakan
schagal acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di
Wilayah Kota.

(2] Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong
terwijudnya Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang,

(3] Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagalmana dimaksud pada avat (2)
dilaksanakan untuk mendorang setiap Orang agar;
a. menaati Rencana Tata Ruang yvang telah ditetapkan;
b, memanfaatkan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
¢, mematuhi ketentuan yang diterapkan dalam persvaratan Kesesuaian

Kegtatan Pemanfaatan Ruang,

(4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan  Ruang  Kota  Banjarbaru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
a. KUZ;
b, ketentuan khusus;
¢, ketentuan Insentif dan Disinsentif;
d, arahan sanksi;
¢, penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Rnang; dan
f.  penilaian perwujudan RTRW.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 50
(1] KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) hurufl a yang
digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang
dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang vang disusun untuk
setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kota.
(2] KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
4. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang;
b,  menyeragamkan KUZ di seluruh Wilayah Daerah untuk peruntukan
Ruang yang sama;
¢. scbagai landasan bagl penyusunan rencana rincl pada tingkatan
operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan;
dan
d, sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
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(3] KUZ sebagalmana dimaksud pada ayat (1) berisikan:

A, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dlﬁerbolehkan dengan  svarat
dan/atau terbatas, dan tidak diperbolehkan pada setiap Kawasan;

b. arahan intensitas Pemanfaatan Ru atau amplop Ruang pada
setlap Kawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, antara lain
meliputi koefisien dasar hijau minimai, koefisien dasar bangunan
maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;

c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan
guna mendukung pengembangan Kawasan agar dapat berfungsi
secara optimal;

d. ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Kawasan yang dilewati oleh
sistem jaringan sarana dan prasarana Wilay kota mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

¢, ketentuan  khusus vang disesuai engan  kebutuhan
pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.

(4] KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat [1) meliputi:

a.  KUZ Sistem Jaringan Prasarana;

b. KUZ Kawasan Lindung; dan

c. KUZ Kawasan Budi Daya.

(5] Selain KUZ sebagaimana dimaksud pada ayat (4], Pemerintah Daerah
menetapkan ketentuan khusus,

Paragral 2
KUZ Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 51

RUZ Sistem Jaringan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat
(4] huruf a meliputi:

KUZ Sistem Jaringan Transronasl;
KUZ Sistem Jaringan Energl,
KUZ Sistem Jaringan Telekomunikasi;
KUZ Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
KUZ Infrastruktur Perkotaan.

Pasal 52
(1) KUZ Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

51 hurul a meliputi;

a.  KUZ Sistem Jaringan Jalan;

b. KUZ Sistem Jaringan Kereta Api; dan

¢,  KUZ Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus,

(2) KU12_: Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada avat (1| buruf a,
meliputi:

a.  kegiatan yang diperbolehkan memperhatikan ketentuan pengelolaan
dan penglen?mman Ruang milik Jalan, ketentuan Ruang manfaat
Jalan, tentuan  Ruang wasan Jalan sesuai ketentuan
peraturan perundang-un n vang  berlaku, kegiatan

ngembangan sistem saluran bawah tanah atau ducting bersama
mg janngan prasarana vang berpotenst untuk diintegrasikan,
kegiatan vang tidak mengganggu kegiatan jalan tol be kan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
serta kegiatan vang mendukung operasional terminal penumpang,
dan terminal barang;

b. lc%iatan yvang diperbolehkan d svarat dan/atau terbatas
mellputl pengembangan ruang terbuka hijau sepanjang jaringan
Jalan, pembangunan fasilitas jalur sepeda, pembangunan [asilitas

kir tepi Jalan, pembangunan Kelengkapan Jalan, pembangunan
unan utlitas dan jaringannya, pembangunan bangunan
sarana dan sarana termasuk media informasi dan reklame,
uang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan van
memungkinkan secara teknis, tempat penampungan  sam
sementara vang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status
vang jelas serta tidak menambah luas;

PRAOTE
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¢, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang
milik Jalan, Pemanfaatan Ruang manfaar Jalan, dan Pemanfaatan
Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya
kelancaran ialu lintas dan keselamatan pengguna Jalan, kegiatan
Yang mcnfga.nggu fungsi jalan tol, kegiatan yang mengganggu
operasional terminal penumpang dan terminal barang,

d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu lalu lintas, marka
Jalan, alat pemben isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat
pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alal pengawasan dan
pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas
dan angkutan Jalan yang berada di dalam maupun di luar Badan
Jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan vang sesuai
dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan, penyediaan
penunjang kegiatan terminal penumpang dan terminal barang, serta
sarana dan prasarana minimal lainnya scsuai dengan ketentuan
yang berlaku; dan

e, penetapan garis sempadan bangunan di sisi Jalan memperhatikan
ketentuan tentang Ruang pengawasan Jalan yang ditetapkan dalam
Peraturan Wali Kota.

KUZ sistem jaringan kereta api sebagnimana dimaksud pada ayat (1]

hurufl b meliputi:

A kegiatan vang diperbolehkan untuk jaringan jalur kereta apl
meliputi kegiatan operasional dan penunjang jaringan jalur kereta
api, kegiatan operasional dan penunjang stasiun kereta api dan
kegiatan lainnya mengikuti ketentuan Ruang manfaat jalur kereta
api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur
kereta api berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan svarat dan/atau terbatas
melipuli kegiatan selain kegiatan yang tidak mengganggu konstruksi
rel kereta apt, dan fasilitas opecrasional dan kesclamatan pengguna
kereta api,;

. kegiatan vang tidak diperbolebkan terhadap Pemanfaatan Ruang
pengawasan  jalur kereta api meliputi kegiatan yang  dapat
mengganggu  kepentingan operasi dan keselamatan  transportasi
perkeretaapian,

d, sarana dan prasarana minimal  sistem  janngan  kereta  api
menyesuaikan pada ketentuan peraturan  perundang-undangan
yang berlaku; dan

e, penetapan intensitas dan tata bangunan di sisi jaringan jalur kereta
api ditetapkan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan
kebutuhan pengembangan jaringan jalur Kereta apl.

KUZ bandar udara schagaimana dimaksud pada avat (1) huml ¢

meliputi:

A kegiatan yang diperbolehkan memperhatikan Zona Kawasan
Keselamaran Operasi Penerbangan (Zona KKOP) dan kegiatan
lainnya yang menunjang bandar udara;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi keglatan vang tidak mengganggu operasional bandar udara
dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

c. kegiatan vang tidak diperbolechkan meliputi kegiatan vang dapat
mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan bandar udara;
dan

d. sarana dan prasarana minimal bandar udara menyesuaikan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
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Pasal 53
(1] KUZ sistem jaringan energl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf b meliputi KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) KUZ jaringan infrastruktur ketenagalistrikan scbagaimana dimaksud
pada avat (1) meliputi:
kegiatan  Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan  meliput
pembangunan prasarana dan  sarana jaringan  infrastruktur
ketenagalistrikan, pembangunan  Kegiatan  penunjang  sistem
jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, dan kegiatan penghijanan;

b,  kegiatan yang diperbolehkan dengan svarat dan/atau terbatas
terdiri dari kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak
mengganggy  fungsi  jaringan  infrastruktur  ketenagalistrikan,
pengembangan stasiun pengisian tenaga listrik dilakukan sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kegiatan fasilitas
umum vang tidak mengganggu jaringan ketenagalistrikan;

c. kematan yvang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada
pada jalur saluran udara tegangan tinggl dan kegiatan lain vang
dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur
ketenagalistrikan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku;

d.  sarana dan prasarana minimal meliputi pengaman pada pembangkit
energi listrik, memasang dan memelihara markas dan rambu,
peringatan dan atau tanda batas vang jelas dan mudah dilihat pada
jaringan listrik, dan Jalan inspeksi, serta sarana dan prasarana
minitmal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

¢. zona bebas berjarak di luar sekeliling gardu induk atau gardu listrik
menyesuaikan dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berfaku, serta dilarang untuk bangunan dan kegiatan vang
mengganggu operasional gardu induk atau gardu listrik; dan

f. penctapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku,

Pasal 53

KUZ sistem jaringan telekomunikasi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 51

huruf ¢ meliputi ;

a, kegiatan yang diperbolebkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
dan sarana sistem jaringan telekomunikasi, dan fasilitas penunjang
sistem jaringan telekomunikasi;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang tidak
membabayakan keamanan, kesclamatan manusia, dan lingkungan
sekilarnya dan keglatan vang tidak mengganggu fungsi sistem janingan
telekomunikasi,

c. keglatan yang tdak diperbolehkan meliputl  keglatan  yang
membahayakan keamanan, keselamatan manusia, dan lingkungan
sckitarnya, serta yang dapat mengganggu fungsi sistem  janingan
telekomunikasi;

d. sarana dan prasarana minimal meliputi jaringan penunjang STO, pagar
pembatas menara, serta sarana dan prasarana minimal lainnva sesual
dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. jarak menara atau fower telekomunikasi dari bangunan terdekat
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku,

Pasal 55

(1] KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 hurul d meliputi KUZ Prasarana Sumber Daya Air.
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(2] KUZ Prasarana Sumber Daya Alr sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan sumber
daya air meliputi pembangunan konstruksi bangunan pengendali
banjir vang berupa perkuatan tebing, pintu air otomatis, kolam
retensi dan detensi, dan patok elevasi, normalisasi dan rehabilitasi,
pembangunan bangunan pengambllan dan pembuangan air, dan
pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota;

b. keglatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terhatas
meliputi kegiatan fasilitas umum di atas jaringan sumber daya air
vang terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status yang jelas
serta tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan;

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan mellputi kegiatan yang
mengeganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan
sumber daya alr, serta pengendalian dayva rusak air dan fungsl
sistem jaringan sumber daya air;

d, swana dan prasarana minimal meliputd pelindung terbadap
pencemaran sumber air serta sarana dan prasarana minimal
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

c. ketentuan sempadan jaringan irigasi dan sistem pengendalian banjir
diatur sesual Ketentuan peraturan perundang-undangan yang
beriaku.

Pasal 56

(1] KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf ¢ meliputi:

KUZ sistem penvediaan air minum,

KUZ sistem pengelolaan air limbah,

KUZ sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun {B3);

KUZ sistem jaringan persampahan;

KUZ sistem jaringan evakuasi bencana;

KUZ sistem drainase,

KUZ jalur sepeda; dan

KUZ jaringan peialan kaki.

(2 KUZ sistem penyediann air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul a meliputi

A, kegiatan vang diperbolehkan meliputi  kegiatan  pembangunan
bangunan pengambilan  air, kegiatan penghijauan, serta
pembangunan prasarana dan sarana pendukung sistem penyediaan
air minum;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syamat dan/atau  terbatas
meliputi pembangunan jarnngan drainase di sckitar jaringan sistem
penyediaan air minum, pembangunan jalur evakuasi bencana,
pembangunan jalur inspeksi, kegiatan yang tidak mengganggu
keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, pencemaran air baku
dari air limbah dan sampah, serta kegiatan yang mengakibatkan
kerusakan prasarana dan sarana penyvediaan air minum,

¢.  kegtatan yang tidak diperbolehkan meliputi  keglatan yang
menggangeu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, kegiatan

vang mengakibatkan pencemaran air baku darl air limbah dan
sampah, serta Kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana
dan sarana penyedizan air minum; dan

d., sarana dan prasarana minimal berapa pelindung terhadap
pencemaran sumber air, jaringan perpipaan, scrta sarana dan
prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

(3] KUZ sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimalksud pada ayat (1]
huruf b meliputi:

FRos RN TR
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(4]

(5]

(6]

-42-

. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan ruang terbuka
hijau, % iaum penelitian, pembangunan prasarana dan sarana air
limbah dalam rangka mengurang, memanfaatkan kembali, dan
mengolah air limbah domestik;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
melll‘[,)nuli kegiatan vang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan
air limbah;

¢, kegatan yang tidalk dxgerbolehimn meliputi pembuangan sampah,
pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3], dan
kegiatan lain vang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan air
limbah; dan

d. sarana dan prasarana minimal peralatan penunjang pengelolaan air
limbah, pembatas sebagal upaya pencegahan  pencemaran
pengalahan alr imbah, serta sarana dan prasarana minimal lainnya
sesuai dengan ketentuan yang herlaku.

KUZ sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

sebagwnana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
kegiatan yvang diperbolehkan meliputi pembangunan Ruang Terbuka
Hijau, kegiatan penelitian, pembangunan prasarana dan sarana
pengelolaan  limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan
kembali, dan mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi kegiatan vang tidak mengganggu fungsi sistem pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun [B3);

¢, kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah,
pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan
lain vang dapat mengganggu fungsi sistem pengelolaan limbah
bahan berbahaya dan beracun; dan

d. sarana dan prasarana minimal peralatan penunjang pengelolaan
limbah bahan berbahaya dan beracun [B3), hﬂassﬂ:g?iuwmﬂ
pencegahan pencemaran pengelolaan lim bahan be aya dan
beracun (B33}, serta sarana dan prasarana minimal lainnva sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,

KUZ sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

hurul d meliputi:

a.  kegiatan  vang diperbolehkan  meliputi  pembangunan R’TH.
pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sam E
dan pembangunan jaringan infrastruktur pendukung pengel
persampahan;

b, kegiatan yang diperbolchkan dengan svarat dan/atau terbatas
meliputl  kegiatan pertanian, kegiatan perikanan, kegiatan
permukiman dalam jarak vang aman dari dampak Jaringan
persampahan, kegiatan industrl nonpolutan, kegiatan pergudangan,
dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi jaringan
persampahan;

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat
mengganggu operasionalisasi persampahan dan menggangeu fungsi
jaringan persampahan; dan

d. sarana dan prasarana minimal berupa unit  pendukung
pengoperasian jaringan persampahan, serta sarana dan prasarana
minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KUZ sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ meliputi:

a.  kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
prasarand dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana,
kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau
pejalan kaki;

b,  kegiatan yang diperbolebkan dengan svarat dan/atau  terbatas
meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi
prasarana dan sarana jaringan evakuas: bencana;
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. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
vang dapat menggangeu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi
bencana; dan

d. sarana dan prasarana minimum untuk jalur evakuasi benceana
meliputi penggunaan bahu Jalan schagai akses jalur kendaraan
pelayanan darurat, rambu penanda, dan alat pemadam kebakaran,
serta  sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

KUZ sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1

meliputi:

A. kegiatan yang diperbolchkan meliputi kegiatan pembangunan
prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangl
genangan air dan mendukung pengendalian banjir;

b, kegiatan yang diperbolchkan dengan syvarat danfatau terbatas
berupa kegiatan vang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan
drainase;

¢, kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan
sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain vang dapat
mengganggu fungsi sistem jaringan drainase serta kegiatan atau
bangunan yang berada di atas permukaan dan di dalam saluran
vang berakibat memperkecil penampang saluran dan mengganggu
operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase; dan

d. sarana dan prasarana minimum  meliputi saluran penunjang
drainase, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesual
dengan ketentuan yang berlaku,

KUL Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayar (1) huruf h meliputd:
kegiatan vyang diperbolehkan meliputi keglatan pembangunan
prasarana dan sarana jarngan jalur sepeda, kegiatan penghijauan
Ea(':ia tepi Jalan, dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pejalan

ald;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan svarat danjfatau terbatas
meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi
prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
kegintan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan
yvang dapat mengganggu fungsi dan sistem jalur sepeds; dan

d. sarana dan prasarana minimal meliputi rambu-rambu, marka dan
fasilitas pese¢peda, sarana dan prasarana minimum untuk jalur
evakuasi bencana meliputi penggunaan bahu Jalan scbagai akses
jalur kendaraan pelayanan darurat, Jalan inspeksi, rambu penanda,
dan alat pemadam kebakaran, serta sarana dan prasarana minimal
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KUZ jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurul g

meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi keglatan pembangunan
prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, pengembangan ruang
terbuka hifau sepanjang jaringan pejalan kald yang mempunyal
fungsi estetika, sebagal peneduh, serta resapan air, perlengkapan
fasilitas Jalan dan pedesthan, jalur penyeberangan dengan
perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan saluran drainase
tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan svarat dan/atau terbatas
meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi
prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk Ruang untuk
kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan tertentu yang
memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman
lingkungan, dan konstruksi bangunan utilitas di bawah permukaan
jalur pejalan kali;
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¢, kegiatan yvang tidak diperbolehkan meliputi kegintan pembangunan
{:"kf dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan

d. sarana dan prasarana minimal meliputi halte, rambu Jalan,
kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk,
lampu penerangan, pot tanaman atal tanaman vertikal, fasilitas
pengaman, marka Jalan, pelindung atau peneduh, serta sarana dan
grasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku;

an

¢, jaringan  pejalan  kakl  dikembangkan dengan  kewajiban
mengakomodir kepentingan bagi kaum difabel.

Paragralf 3
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 57
KUZ Kawasan Lindung schagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat {4) hurul b
meliputi:
a. RUZ Ba;
b. KUZ Kawasan PTB;
c. KUZ Kawasan PS; dan
d. KUZ RTH.

Pasal 58

IsUZ BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 hurul a meliputi:
kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana
sumber daya air, kegiatan penelitian, pemasangan sistem peringatan dini
atau  early warning system, PEMASANgAn papan pengumuman atau

, pembangunan pondasi dan fasilitas jembatan atau Jalan,
kegiatan konservasi;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan perikanan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan

utilitas lainnya yang tdak mengganggu fungsi BA, kegialan pariwisaia
dan penyediaan sarana prasarana pen ukungnyu.

¢.  kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penimbunan di BA,
kegiatan yang mengganggu proses meresapnva air ke tanah, kegiatan
yang berpotensi merusak prasarana sumber daya air, dan kegiatan vang
berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air;

d. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan inspeksi, jalur evakuasi
bencana, sarana dan prasarana pengumpul atau penangkap sampah,
rambu - rambu, dan fasilitas pelengkap prasarana sumber daya air, serta
sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

c. RKawasan BA yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan Pertambangan Mineral
dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80.

Pasal 539

KUZ Kawasan PI'H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b berupa

KUZ Hutan Lindung dengan kode HL meliputi:

a. kegiatan yang diperbolechkan menyesualkan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat danj/atau terbatas
menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

c. kegiatan yvang tidak diperbolchkan meliputi kegiatan yang mengurangi
secara keseluruhan, jasa lingkungan, dan tata air;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 109 [scpuluh
persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH minimal 90%
|sembilan puluh persen|;
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e,  sarana dan pmsarana minimal meliputi fasilitas evakuasi bencana,
slstem erlngamn dini, serta sarana dan prasarana minimal lainnya
ngan ketentuan yang berlaku; dan
f. Kawasan vang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan
Bawahannya vang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasl penerbangan dan Kawasan Pertambangan Mineral
dan Batubara schagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 80.

Pasal 60
(1] KUZ Kawasan PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huraf ¢

meliputi:
A  KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan
Sungai; dan

b. KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yang terletak di sempadan
situ, danau, embung dan waduk.

(2] KUZ Kawasan Perlindungan Setempat yvang terletak di sempadan Sungai
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdiei dari;

a. kegiatan yang diperbolchkan meliputi pembangunan prasarana
sumber daya air, penyedisan gardu listrik dan Janngannva
pembangunan  infrastruktur  telekomunikasi, l;:o:rn ngunan
mgontml atau pengukur debit air atau pencatat hidrologi atau

tor pengamat pengairan, pembangunan bangunan pengambilan
dan pembuangan air, pembangunan  ruang terbuka hijau,
pembangunan jalur pejalan kaki di te 1 Sungai, kegiatan penelitian,
pemasangan sistem peringatan  dini  (earfy warning stem),
pembangunan  dan pcngembangan jaringan  air rsih,
gmbangunan instalasi atau unit pengolahan dan produksi air
rsth, serta pembangunan pondasi jembatan atau Jalan;

b.  kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi  kegiatan pertanian  tanaman  pangan, pertanian
hortikultura, pcmbangunan infrastruktur evakuasi dan keamanan,
pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya,
pengembangan j ngan pipa gas, pembangunan Jalan pendekat
atau oprit jembatan dan/atau pengembangan Jalan, bangunan
pengendali banjir, l«giatan pcnyednaan fasilitas umum. kegiatan
pendukung pariwisata ﬁ: nyedinan  sarana  prasarana
pendukungnyva, kegiatan perum vang terbatas pada kondisl
cksisting dan memiliki status penguasaan atau kepemilikan tanah
dengan tidak menambah luas bangunan dan jumlah bangunan,
serta pengembangan infrastrukiur perkotaan dan utilitas lainnya
vang tidak mengganggu fungsi Kawasan;

e, kegatan yang tidak diperbolchkan meliputi semua jenis kegiatan
yang dapat men fungsi utama perlindungan setempat yang
terletak di sempadan Sungai;

d. intensitas Pcmanfwtan Ruang meliputi KDB maksimal 10%
{sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 (nol koma satu), dan KDH
minitnal 90% (sembilan pulub persen);

e, sarana dan prasarana mimimal meliputi Jalan inspeksi dan
jembatan, rambu, papan informasi dan larangan, scrta fasilitas
evakuasi bencana (lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur
evakuasi, dan rambu), serta sarana dan prasarana minimal lainnya
sesual dengan ketentuan yvang herlaku; dan

f. Kawasan Perlindungan Setempat dengan kode PS vang terletak di
sempadan Sungmyang bertampalan dengan Ketentuan Khusus
Kawasan kese tan operasi penerbangan, Kawasanm  rawan
bencana, Kawasan resapan alr, dan Kawasan Pertambangan Mineral
dan Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal
78, dan Pasal 80,

(3] KUZ Kawasan Perlindungan Setempat vang terletak di sempadan situ,

danau, embung dan waduk sehagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

tercirl darl:
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A. kegiatan yang diperbolehkan meliputi  kegiatan pembangunan
prasarana sumber daya alr dan pembangunan ruang terbuka hijau;

b, kegiatan yang diperbolchkan dengan syarat dan/fatau  terbatas
meliputi kegiatan pariwisata, pertanian tanaman pangan, pertanian
hortikultura, pembangunan pengontrol atau pengukur debit air atau
pencatat hidrologi atau kantor pengamat pengairan, pembangunan
dan pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi atau
unit pengolahan dan produksi air bersih, kegiatan perumahan yang
terbatas pada kondisi eksisting dan memiliki status penguasaan
atan kepemilikan tanah dengan tidak menambah luas bangunan
dan jumlah bangunan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan
dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan,

¢, keglatan yvang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis keglatan
vang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan  setempat
Kawasan sempadan danau dengan jarak paling sedikit S0 (lima
puluh| meter mengelilingl danau diukur dari muka air tertinggi yang
pernah terjadi dari tepi danau;

d, intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB  maksimal  10%
[sepulubh persen), KLB maksimal 0.1 (nol koma satu), dan KDH
minimal 90% (sembilan pulubh persen); sarana dan prasarana
minimal meliputi Jalan inspeksi dan jembatan, rambu, papan
informasi dan Jlarangan, serta fasilitas evakuasi bencana (lokasi
cevakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasl dan rambu), serta
sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan kelentuan
yvang berlaku; dan

e,  Kawasan PS yang terletak di sempadan situ, danau, embung dan
waduk vang bertampalan dengan ketentuan khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana,
Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78,
dan Pasal 80.

Pasal 61

KUZ RTH schagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan rekreasi, pengembangan jaringan utilitas, dan kegiatan
olahraga sesual dengan fungsi ruang terbuka hijau;

b, kegiatan vang diperboichkan dengan svarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan Pemakaman, kegiatan perdagangan dan jasa oleh sektor
informal, kegiatan pertanian, kegiatan perikanan budi daya, kegiatan
pariwisata dan cagar budaya yang tidak merusak fungsi ruang terbuka
hijau, infrastruktur penunjang transportasi, pembangunan ruang
terbuka nonhijau, pemasangan papan reklame, pembangunan fasilitas
umum dan soslal dengan skala pelayanan vang mendukung fungsi
Kawasan, kegiatan vang tidak menggangeu fungsi dan peruntukan
ruang terbuka hijau sebagal Kawasan Lindung kota, pengendalian dan
pembatasan bangunan baru pada Kawasan Ruang Terbuka Hijau, serta
pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak
mengganggu fungsi Kawasan,

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan vang mengganggu
fungsi ruang terbuka hijau;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30°% (tiga puluh
persen|, KLB maksimal 0,6 (nol koma enam), KDH minimal 70% (tujuh
puluh persen);
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¢. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan inspeksi, jalur pejalan
kakd, bak sampah, lampu penerangan, jalur bagi penvandang disabilitas,
tempat duduk, gazebo, arena bermain, arena olah raga, alat pemadam
kebakaran dan pos pengamanan, serta sarana dan prasarana minimal
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

[, Kawasan Ruang Terbuka Hijau yang bertampalan dengan Ketentuan
Khusus Kawasan kesclamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan
bencana, Kawasan resapan air, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara sebagalmana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan

Pasal 80.
Paragraf 4
KUZ Kawasan Budi Dayva
Pasal 62
KUZ Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat {4| huruf
c meliputi:

KUZ Kawasan P;

RUZ Kawasan Pertkanan dengan kode 1K;
KUZ Kawasan Pertambangan dan Energl dengan kode TE;
RUZ Kawasan KPP,

RUZ Kawasan W;

KUZ Kawasan PM;

RUZ Kawasan C;

KUZ Kawasan K;

KUZ Kawasan KT,

KUZ Kawasan TR; dan

RUZ Kawasan HK.

TR NARR TR

Pasal 63
KUZ Kawasan P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a meliputi:
a. Kawasan P-1;
b. Kawasan P-2;
c. Kawasan P-3; dan
d. Kawasan P-4,
(2] KUZ Kawasan P-1 sebagaimana dimaksud pada avat (1) huraf a melipuri

a.  kegiatan yang diperboiehkan meliputi kegiatan pertanian tanaman
pangan, dan keglatan penelltian;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputt  kegiatan  hortikultura, kegiatan penkanan, kegiatan
pariwisata, pembangunan bangunan tempal tinggal yvang digunakan
oleh petani dalam membudidayakan lahan pertanian di lokasl
tersebut, bangunan pendukung pertanian untuk kebutuhan alat
dan mesin pertanian atau Alsintan serta sarana dan prasarana
prolulkesi atau saprodi, serta pengembangan infrastruktur perkotaan
dan utilitas lainnva vang tidak mengganggu fungsi Kawasan,;

¢, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas
umum dan sosial, kegiatan pengelolaan air limbah, kegiatan
pengelolaan persampahan, kegiatan pertahanan dan keamanan,
pengelolaan  limbah bahan berbahaya dan beracun, kegiatan
industri, kegiatan perumahan, kegiatan perdagangan dan jasa, serta
kegiatan perkantoran yang tidak menunjang fungsi Kawasan,;

d. Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 10%
|sepuluh persen), KLB maksimal 0,1 [nol koma satu), KDH minimal
90% {sembilan puluh persen);

—_—
—_—
-
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e. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan usaha tani dan
pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, serta sarana
dan prasarana minimal lainnya sesual dengan ketentuan vang
berlaku;

f.  ketentuan khusus untuk tanaman pangan yang ditetapkan sebagai
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang
untuk dialihfungsikan;

g Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan
dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan

h, Kawasan P-1 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan  operasi  penerbangan, Kawasan lahan pertanian
pangan berkelanjutan, Kawasan rawan bencana, Kawasan
sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 79,
dan Pasal 80.

(3] KUZ Kawasan P-2 schagaimana dimaksud pada ayat |1} huruf b meliputi:

a.  kegiatan vang diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan lahan
untuk Kawasan Hortikultura, peningkatan produktivitas pertanian
hortikultura, pengembangan produksi komoditas unggulan
pertanian hortikultura, dan kegiatan penelitian;

b, kegiatan yvang diperbolehkan dengan syaral dan/atau terbatas
meliputi kegiatan pariwisata dengan tetap menjaga fungsi utama
dari Kawasan Hortikultura, kegiatan agroindustri, sarana dan
bangunan lainnya yang menunjang kegiatan hortikultura, serta
pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnys yang
tidak mengganggu fungsi Kawasan;
kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan
yang mengganggu fungsi utama Kawasan Hortikultura;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 40% (empat
puluh persen), KLB maksimal 0,4 (nol koma empat), dan KDH
minimal 60% (enam pulub persen);

¢, sarana dan prasarana minimal meliputi penunjang  pertanian
hortikultura, infrastruktur perkotaan, pembangunan prasarana
sumber dayva alr, jaringan kelistrikan, pembangunan infrastuktur
telekomunikasi yang tidak mengganggu fungsl Kawasan serla
sarana dan prasarana minimal lainnya sesual dengan ketentuan
yang berlaku;

f.  Hal-hal yang helum diarur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan
dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan

g Kawasan P-2 yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan  operasi  penerbangan, Kawasan rawan  bencana,
Kawasan resapan air, dan Kawasan sempadan sebagaimana dlatur
dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79.

(4) KUZ Kawasan P-3 scbagaimana dimaksud pada ayat |1} huruf ¢ melipuri:

a.  kegiatan yang diperholehkan meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang
untuk kegiatan perkebunan, dan kegiatan penelitian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
mellputi kegiatan panwisata secara terbatas dengan tetap menjaga
fungsi utama dan Kawasan Perkebunan, kegiatan peternakan,
kegiatan agroindustri, sarana dan  bangunan lainnya yang
menunjang kegiatan perkebunan, serta pengembangan infrastruktur
perkotaan dan utilitas lainaya vang tidak mengganggu fungsi
Kawasan,

¢, kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan
yang mengganggeu fungsi utama Kawasan Perkebunan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga
puluh persen), KLB maksimal 0,3 (nol koma tiga), dan KDH minimal
T0% (tujuh puluh persen);
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e. sarand dan prasarana minimal meliputi Jalan perkebunan,
penerangan Jalan, rambu penanda, serta sarana dan prasarana
minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

f. Kawasan P-3 vang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, kawasan rawan bencana,
Kawasan resapan awr, Kawasan sempadan, dan Kawasan
Pertambangan Mincral dan Batubara stbagaimana diatur dalam
Pasal 75, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 80 .

(5] KUZ Kawasan P4 sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf d meliputi:

a.  kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertanian  dan
peternakan, pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka
nonhijau, kegiatan laln yang bersifat mendukung kegiatan
peternakan, dan kegiatan penclitian;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi kegiatan parlwisata, sarana dan bangunan lainnya yang
menunjang kegiatan peternakan, pembangunan Ruang dan jalur
evakuasl, serta pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas
lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan;

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan
dan Jasa vang tidak mendukung kegiatan peternakan, kegiatan
industri dan pergudangan, pembangunan fasilitas umum yang tidak
mendukung  kegiatan peternakan, kegiatan pertahanan  dan
keamanan, serta Keglatan perkantoran;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB muaksimal 70% (tujuh
puluh persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma cmpat), KDH minimal
30% {tiga puluh perseny;

e, sarana dan prasarana minimal meliputi  pompa  air, instalasi
pengolahan limbah ternak, lahan parkir, jaringan Jalan, lampu
penerangan, air hersih, serta sarana dan prasarana minimal lainnya
sesuai dengan ketentuan vang herlaku; dan

f. Kawasan P-4 yvang hertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, Kawasan resapan air, dan
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur
dalam Pasal 75, Pasal 79, dan Pasal 80,

Pasal 64

KUZ Kawasan K schagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berupa KUZ

Kawasan [K-2 meliputi:

a. kegiatan yang dipcrboachkan meliputi kegiatan pengembangan perikanan
beserta fasilitas penunjangnya, kegiatan peningkatan produktivitas
perikanan, kegiatan pcngcmbangan usaha perikanan dan kegiatan
perdagangan hasil produksi

b. kegiatan yang diperbolechkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan pengembangan minapolitan, hilirisasi produk perikanan, sarana
dan bangunan lainnya vang tidak mengganggu kegiatan perikanan, serta
pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya vang tidak
menggangeu fungsi Kawasan;

¢, kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan yang
mengganggu fungsi utama Kawasan perikanan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 30% (tiga puluh
persen), KLB maksimal 0,6 [nol koma enam}, dan KDH mini 70%
(tujuh puluh persen|;

¢, sarana dan  prasarana  minimal  meliputi Jalan, kolam, saluran
pembuangan air, sarana prasarana penunjang perikanan budi daya,
serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesual dengan ketentuan
yang berlaku; dan

. Kawasan IK-2 vang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan mwan bencana
sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 77.
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Pasal 65

KUZ Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 62 huruf ¢ berupa KUZ Kawasan Pembangkitan Tenaga

Listrik dengan kode PTL meliputi:

a.  kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangkil tenaga listrik
sesual ketentuan, kegiatan pengembangan ruang terbuka hijau, serta
Wﬁ:an pengembangan sarana prasarana penunjang pembangkit enaga
istrilc;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan svarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan pergudangan dan penyimpanan, pembangunan perkantoran
vang mendukung Kawasan pembangkitan tenaga listrik, pembangunan
rumah dinas atau mes karyvawan, serta semua kegiatan yang tidak
berbahaya, berisiko kebakaran dan ledakan atau eksplosif, serta
pengembangan Infrastrukour perkotaan dan utilitas lalnnya vang tidak
mengganggu fungsi Kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
dan menghambat aktivitas Kawasan pembangkitan tenaga listrik;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% {tujuh puluh
persen), KLB maksimal 1,4 (satu koma empat), dan KDH minimal 30%
(tiga puluh persen);

c. sarana dan prasarana minimal meliputi Jalan, sarana prasarana lain
penunjang pembangkit tenaga listrik, serta sarana dan  prasarana
minimal [ainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

f.  Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan  kode PTL  yang
bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi
penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 75.

Pasal 60

KUZ Kawasan KPI sebagaimana dimaksud datam Pasal 62 huruf d meliputi:

a, kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri besar, kegiatan
industri kecil dan menengah sampal dengan skala resiko menengah
tinggl, keglatan pembangunan sarana dan prasarana penunjang keglatan
industri, kegiatan fasilitas umum dan fasilltas sosial, lkegiatan
perdagangan dan jasa, serta kegiatan pembangunan ruang terbuka hijau
dan ruang terbuka nonhijau;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengelolaan air
bersih, kegiatan perumahan yang mendukung kegiatan industri, kegiatan
pertahanan dan keamanan, serta pengembangan infrastruktur perkotaan
dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Peruntukan
Industri;

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi utama Kawasan Peruntukan Industri;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80°% (delapan
puluh persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat), dan KDH minimal
20% [dua puluh persen);

c. sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau,
jaringan Jalan, jaringan ketenagalistrikan, prasarana sumber daya air,
penyediaan  air  bersih, pengelolaan  air  limbah, saluran  drainase,

lolaan persampahan, jaringan telekomunikasi, lahan i, lahan

ngkar muat barang, rambu-rambu peringatan, proteksi kebakaran,

sarana dan prasarana evakuasi, serta sarana dan prasarana minimal
lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

. Kawasan KPI yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, dan
lé::at}s%m resapan air sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan
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Pasal 67

KUZ Kawasan W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf e meliputi:

a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan lain
yang menunjang pariwisata, kegiatan penelitian, serta  kegiatan
pembangunan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan sektor informal yvang menunjang kegiatan pariwisata, serta
pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya vang tidak
mengganggu fungsi Kawasan;

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi utama Kawasan Pariwisata;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% {enam puluh
persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan)], dan KDH minimal 40%
[empat puluh persen);

¢ sarana dan prasarana minimum meliputi penvediaan ruang terbuka
hijau, jaringan Jalan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan
dan sarana air bersih, tempat pembuangan sampah, saluran drainase,
saluran air kotor, penunjuk arah atau papan informasi wisata atau
rambu Jalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo
istirahat, arca parkir, fasilitas keamanan, (fasilitas khusus bagi
penvandang disabilitas, anak-anak dan lanjut usia, pusar informasi dan
pelayanan pariwisata, fasilitas peribadatan, fasilitas kesehatan, fasilitas
sanitasi, fasilitas pescpeda, serta sarana dan prasarana minimal lainnya
sesual dengan ketentuan vang berlaku; dan

f.  Kawasan W yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan
resapan air, Kawasan sempadan dan Kawasan Pertambangan Mineral
dan Batubara schagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78,
Pasal 79, dan Pasal 80,

Pasal 68
(1] KUZ Kawasan PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hurof
meliputi:

a.  Kawasan Perumahan dengan kode R;

b. Kawasan FUS; dan

c. Kawasan IR.

(2] RUZ Kawasan Perumahan dengan kode R sebagnimana dimaksud pada
avat (1) huruf a meliputi:

a. kegiatan vang diperbolehkan meliputi pembangunan perumahan,
pembangunan rumah susun, pembangunan akomodasi jangka
pendek, pembangunan  rumah  dinas atau  mes  karyawan,
pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya yang
tidak mengganggu fungsi Kawasan, penyediaan ruang terbuka hijau
dan ruang terbuka nonhijau, pembangunan fasilitas umum dan
sosial skala pelayanan lingkungan, serta kegiatan pertanian dan
perikanan;

b, kegiatan yang diperboichkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi kegiatan perdagangan dan jasa skala lingkungan, kegiatan
industri kecil dan menengah sampai dengan skala resiko menengah
rendah, kegiatan pertahanan dan keamanan, kegiatan perkantoran,
pembangunan fasilitas umum dan sosial, pembangunan [asilitas
penyalur bahan bakar dan energi, dan kegiatan yang tidak
mengegangeu fungsi utama Kawasan;
kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputi  keglatan  yang
mengpanggu lungsi utama Kawasan Perumahan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh
puluh persen|, KLB maksimal 2,1 (dua koma satu), dan KDH
minimal 30% (tiga puluh persen|;

L
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e.  sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau, janngan Jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan,
jaringan telekomunikasi, proteksi kebakaran, jalar dan tempat
evakuasi bencand, saluran drainase, tempat penampungan sampah
sementara, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

f.  hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan
dan pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan

g Kawasan Perumahan dengan kode R yang bertampalan dengan
Ketentuan Khusus Kawasan keselamatan operasi  penerbangan,
Kawasan rawan bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan,
dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana
diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80.

(3] KUZ kaiwasan FUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a.  kegiatan vang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan fasilitas
umum dan fasilitas sosial, serta keglatan pembangunan ruang
terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi  pembangunan rumah dinas atau  mes  karyawan,
pembangunan lapangan terbuka, pengembangan Infrastruktur
perkotaan dan utilitas lainnya vang tidak menggangzu fungsi
Kawasan, serta kegiatan vang tidak mengganggu fungsi utama
Kawasan;

. kegiatan vang tdak diperbolehkan meliputi  kegatan  yang
mengeanggu fungsi utama Kawasan;

d. Intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh
puluh persen), KLB maksimal 4,9 {empat koma sembilan), dan KDH
minimal 30% (tiga puluh persen|;

e, sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau, jaringan Jalan, jaringan air bersih, jaringan ketenagalistrikan,
jaringan  telekomunikasi, proteksi  kebakaran, infrastruktur
pendukung keglatan pelayanan umum dan sosial, titik kumpul pada
fasilitas pendidikan, keschatan, olahraga, serta sarana dan
prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan vang berlaku;
dan

f. Kawasan FUS vang bertampalan dengan Ketentuan Khusus
Kawasan keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan
bencana, Kawasan resapan air, Kawasan sempadan, dan Kawasan
Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diatur dalam
Pasal 75, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, dan Pasal 80,

(4) KUZ Kawasan IR scbagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c meliputi:

a.  keglatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bangunan 1PA,
pengolahan limbah dan persampahan, kegiatan pembangunan
ruang terbuka hijau, pengembangan infrastruktur perkotaan dan
utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, kegiatan
yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;

b, kegiatan yang diperbolchkan dengan syarat dan/atau terbatas
meliputi kegiatan kantor pengelola, pembangunan rumah dinas atau
mes  karyawan, penyediaan pos  jaga, pembangunan  gudang
peralatan dan bangunan pelengkap lainnya, serta kegiatan yang
tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;

¢, kegatan yang tidak diperbolehkan meliputi keglatan yang
mengeanggu fungsi utama Kawasan Infrastruktur Perkotaan;

. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% (tujuh
puluh persen), KLB maksimal 1,8 (satu koma delapan), dan KDH
minimal 30% (tiga puluh persen|;
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e, sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka
hijau, jaringan Jalan, lahan parkir, lampu pencrangan, pagar
pengamanan, rambu-rambu, saluran drainase, serta sarana dan
prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
dan

[, Kawasan IR yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan dan Kawasan resapan  air
sebagaimana diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 78.

Pasal 69

KUZ Kawasan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g meliputi:

a,  kegiatan  vang diperbolehkan  meliputi  permukiman, kegiatan
perdagangan dan jasa, keglatan perkantoran, pembangunan fasilitas
umum dan sosial, kegiatan pergudangan, serta kegiatan pembangunan
ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syaral dan/atau terbatas meliputi
kegiatan lain vang menunjang flungsi utama Kawasan,

c. kegiatan vang tidak diperbolehkan meliputl kegiatan yvang mengganggu
fungsi utama Kawasan Campuran;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan
puluh persen|, KLB maksimal 4,8 (empat koma delapan), dan KDH
minimal 20% [dua puluh persen);

e. sarana dan prasarana minimal meliputl penyediaan ruang terbuka hijau,
Jaringan air bersth dan air limbhah, jaringan ketenagalistrikan, jaringan
telekomunikasi, jalur evakuasi bencana, titik kumpul, proteksi
kebakaran, tempat parkir, tempat penampungan sampah scomwntara, pos
pengaman, jaringan Jalan, fasilitas pesepeda, jalur pejalan kaki, saluran
drainase, serta sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

f. Kawasan C yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
kesclamatan operasi penerbangan dan Kawasan sempadan scbagaimana
diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 79,

Pasal 70

KUZ Kawasan K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf h meliputd:

a. kegiatan yvang diperbolchkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa,
serta kegiatan  pembangunan  sarana  dan  prasarana  pendukung
perdagangan dan jasa;

b, kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
kegiatan scktor informal, kegiatan industri kecil dan menengah sampai
dengan skala resiko menengah rendah, keglatan perkantoran,
pembangunan perumahan, pembangunan fasilitas umum dan sosial,
infrastruktur  penunjang transportasi, pengembangan infrastrukiur
perkotaan dan utilitas lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan,
serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama Kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungs: utama Kawasan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 80% (delapan
puluh persen|, KLB maksimal 4.8 {empat koma delapan), dan KDH
minimal 20 % (dua puluh persen|;

e, sarana dan prasarana minimal meliputi penyvediaan ruang terbuka hijau,
area parkir, fasilitas pesepeda, titik kumpul, jalur evakuasi, area bongkar
muat barang, tempat penyvimpanan atau gudang yang memadai, jaringan
infrastruktur perkotaan, jalur pejalan kaki, lampu penerangan, tempat
pemasangan reklame, serta sarana dan prasarana minimal lainnva
sesual dengan ketentuan yang berlaku;
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. Hal-hal yang belum diatur dalam KUZ dapat dilakukan pembahasan dan
pertimbangan Forum Penataan Ruang; dan

g RKawasan K yvang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana, Kawasan
sempadan, dan Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
stbagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal 79, dan Pasal 80,

Pasal 71

KUZ KT schagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf i meliputi:

a. kegiatan yang diperbolchkan meliputli pembangunan perkantoran,
pembangunan rumah dinas atau mes karvawan, serti pembangunan
ruang terbuka hijau dan ruang terbuka nonhijau;

b.  kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
pembangunan fasilitas umum dan sosial, kegiatan perdagangan dan jasa,
pengembangan infrastruktur perkotaan dan utilitas lainnya vang tidak
mengganggu fungsi Kawasan, serta kegiatan lainnva vang menunjang
fungsi utama Kawasan;

¢. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputl kegiatan yang mengganggu
fungsi utama Kawasan,

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% [enam puluh
persen), KLB maksimal 3 (tiga)l, dan KDH minimal 40% (empat puluh
persen);

e, sarana dan prasarana minimal meliputi penyediaan ruang terbuka hijau,
jaringan Jalan, jaringan ketenagalistrikan, jaringan telekomunikasi, titik
kumpul, jalur evakuasi, arca parkir, fasilitas pesepeda, lampu
prnerangan, jalur  pejalan kaki, saluran drainase, bak sampah,
pengolahan limbah, jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi
aksesibilitas bagi penvandang disabilitas, serta sarana dan prasarana
minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

f. Kawasan KT yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan operasi penerbangan, Kawasan rawan bencana dan
ga;laa;g sempadan sehagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan

Pasal 72

KUZ Kawasan TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hurul j meliputi:

a,  kegiatan vang diperbolehkan meliputi kegiatan penyediaan  sarana
Lransportasi;

b, kegiatan yan“f diperbolehkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputd
kegiatan perdagangan dan jasa yvang menunjang Kawasan Transportasi,
kegintan pembangunan fasilitas umum dan sosial, pembangunan rumah
dinas atau mes karyawan, kegiatan pergudangan serta kegiatan yang
menunjang fungsi utama Kawasan;

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu
fungsi utama Kawasan Transportasi;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 60% (enam puluh
persen), KLB maksimal 2,4 (dua koma empat|, dan KDH minimal 30%
[empat puluh persen|;

c. sarana dan prasarana minimal meliputi penvediaan ruang terbuka hijau,
fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi,
Ruang parkir, akses .Jalan, fasilitas pesepeda, lampu penerangan,
rambu-rambu, fasilitas intermoda, tempat pembuangan sampah
sementara, infrastrukiur perkotaan, serta sarana dan prasarana minimal
lainnya sesual dengan ketentuan vang berlaku; dan

. Kawasan TR yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
keselamatan  operasi  penerbangan, Kawasan rawan  bencana  dan
Kawasan sempadan sebagaimana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, Pasal
79,
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Pasal 73

KUZ Kawasan HK sebagnimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf k meliputi:

a. kegiatan vyang diperbolchkan meliputi pembangunan perkantoran,
pembangunan  rumah dinas/asrama/barak, pembangunan  gedung
pertemuan, pembangunan ruang terbuka hijau, pembangunan sarana
dan prasarana penunjang pertahanan dan keamanan;

b. kegiatan yang diperbolchkan dengan syarat dan/atau terbatas meliputi
pembangunan lapangan tembak, kegiatan perdagangan dan jasa skala
lingkungan, Infrastrukiur penunjang transportasl, pembangunan fasilitas
umum dan soslal, pengembangan Infrastruktur perkotaan dan utilitas
lainnya yang tidak mengganggu fungsi Kawasan, serta kegiatan yang
tidak mengganggu fungsi utama Kawasan,

c. kegiatan yvang tdak diperbolehkan meliputi kegiatan vang mengganggu
fungsi utama Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

d, intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi KDB maksimal 70% [tujub puluh
persen), KLB maksimal 2,1 {dua koma satu], dan KDH minimal 30% {tiga
pultith persen),

e, sarana dan prasarans minimal meliputi penyvediaan ruang terbuka hijau,
parkir, infrastruktur perkotaan, jaringan ketenagalistrikan, janngan
telckomunikasi, lampu penerangan, rambu-rambu peringatan, serta
sarana dan prasarana minimal lainnya sesuai dengan ketentuan yang
berlaku; dan

f. Kawasan HK yang bertampalan dengan Ketentuan Khusus Kawasan
kesclamatan operasi  pencrbangan, Kawasan rawan bencana, dan
Kawasan sempadan sebagalmana diatur dalam Pasal 75, Pasal 77, dan
Pasal 79,

Bagian Ketiga

Ketentuan Khusus

Pasal 74
Ketentuan khusus schagnimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) hurufl b
berlaku pada:
a. Kawasan keselamatan operasi penerbangan;
b. Kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
c. Kawasan rawan bencana;
d. Kawasan resapan air;
c. Rawasan sempadan; dan
f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 75
(1] Ketentuan khusus pada Kawasan kesclamatan operasi penerbangan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 74 huruf a sebagai berikut:

a. ketentuan khusus pada Kawasan kesclamatan operasi penerbangan
wajib memenuhi syarat teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait batas Kawasan pada Kawasan
keselamatan operasi penerbangan yang terdiri dari;

1, Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas, Kawasan di
bawah permukaan  horizontal-dalam, Kawasan di bawah
permukaan horizontal-luar, Kawasan di bawah permukaan
kerucut, Kawasan di bawah permukaan transisi; dan

2, pada Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas tidak
diperkenankan  mendirikan  bangunan  berupa bangunan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pabrik atau
gudang kimia berbahaya, Saluran Udara Tegangan Tinggi
{SUTT| danfatau Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi
{SUTET) yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi
kecelakaan pesawat,
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b, pengaturan batas Kketinggian dan batas dl sekitar penempatan
peralatan navigasi penerbangan pada Kawasan keselamatan operasl
penerbangan  serta  aturan  lainnva  sesuai dengan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 76
(1) Retentuan khusus Kawasan pertanian  pangan  berkelanjutan
sthagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b merupakan !ahan
pertanian pangan berkelanjutan.
(2] Khusus pada Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi @

A, dilarang  untuk  mengalihflungsikan  lahan  pertanian  pangan
berkelanjutan;

b, dalam hal untuk kepentingan umum lahan pertanian pangan
berkelanjutan dapat dialihfungsikan, dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¢, pengalibfungsian lahan vang sudah ditetapkan sebagai lahan
pertanian pangan berkelanjutan hanya dapar dilakukan dengan
svarat
1. dilakukan kajian kelayvakan strategis;

. disusun rencana alih fungsi lahan;

. dibebaskan kepemilikan haknya dar pemilik; dan

. disediakan lahan pengganti terhadap khan pertanian pangan

berkelanjutan yang diahhfungsikan,

(3] Pengaturan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjuran
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Lokasi dan luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan diatur dengan
surat keputusan Wali Kota,

2
3
4

Pasal 77
(1) Ketentuan khusus pada Kawasan rawan bencana  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 74 huruf ¢ meliputi:

a. Kawasan rawan banjir tinggi; dan

b. Kawasan rawan kebakaran lahan tinggi;

(2] Ketentuan khusus pada Kawasan mawan bencana  banjir tinggi
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a meliputi:

a.  ketersediaan kolam retensi dan detensi di setiap Kawasan rawan
bencana banjir;

b, sistem jaringan drainasc harus dapat berfungsi dan terkoncksi
dengan jaringan drainase kota serta dapat menampung debit air
maksimal;

¢, bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;

d. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu  vang
dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; dan

¢, bangunan di Kawasan rawan bencana mengikuti  ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaky,

(3] Ketentuan khusus pada Kawasan rawan kebakaran lahan tinggl
srhagaimana dimaksad pada avat (1) huruf b melipati:

a. dilarang melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan
cara membakar;

b, memasang alat peringatan dini;

c. penvediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titikc
kumpul; dan

d. partisipasi Masyarakat untuk penanganan dini,
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Pasal 78
(1] Ketentuan khusus pada Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf d berlaku pada Kawasan vang diusulkan menjadi

Kawasan resapan air;

(2) Ketentuan khusus Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a.  kegiatan pembangunan pada Kawasan resapan air diperbolehkan
dengan tetap menjaga kualitas keselmbangan lingkungan dengan
memperhatikan tingkat intensitas Pemanfaatan Ruang, dava dukung
tanah dan tidak merusak kelestarian lingkungan, serta sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

b, kegiatan pembangunan pada Kawasan resapan air harus tetap
menjaga kualitas resapan air yang dapat dilaksanakan melalui
penyedizan ruang terbuka hijau privat, pemilihan material ramah
lingkungan, serta penyediaan drainase vertikal; dan

¢, pembangunan bukan untuk tyjuan utama kegiatan pertanian,
perkebunan, hortikultura dan/atau kegiatan penunjang kegiatan
pertanian lainnya dilaksanakan melalud persetujuan Forum Penataan
Ruang.

Pasal 79
(1) Retentuan khusus pada Kawasan sempadan berupa sempadan Sungal
dan sempadan situ, danau, embung dan waduk sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 74 huruf ¢ meliputi:

a.  Ketentuan mengenal lebar sempadan Sungal dan sempadan sity,
danau, embung dan waduk mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan vang beriaku;

b, Apabila terdapat bangunan-bangunan yang telah terlanjur berditi di
sempadan Sungai dan situ, danau, embung dan waduk makea
bangunan terscbut dinyatakan dalam status quo dan secara bertahap
harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan Sungai
dan sempadan situ, danau, embung dan waduk, terkecuali untuk
Kawasan yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah akan dilakukan
penanganan, Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan yang
terdapat dalam sempadan Sungai dan sempadan  situ, danau,
embung dan waduk untuk fasilitas kepentingan tertentu yang
meliputi:

1.  bangunan prasarana sumber daya air;
2.  jembatan; dan
3. jaringan utilitas,

c. Kegiatan pertanian tanaman pangan yang merupakan |ahan
pertanian pangan berkelanjutan yvang terdapat di sempadan sungai
serta sempadan situ, danauy, embung dan waduk diperkenankan dan
merupakan bagian darl ketentuan khusus sempadan;

d,  Semua kegiatan di sempadan wajib memiliki izin dar instansi yang
berwenang dengan memperhatikan fungsi utama Sungai dan situ,
danau, embung dan waduk agar tidak terganggu oleh aktifitas yang
berkembang di dalamnya;

¢, Kegiatan penimbunan dibatasi hanya untuk kegiatan yang telah
mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Dacrah teknis; dan

f. Ketentuan lebih lanjut terkait Pemanfaatan Ruang di Kawasan
sempadan distur dalam RDTR,

Pasal 80
Ketentuan khusus pada Kawasan pertambangan mineral dan batubara
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf [ meliputi:
a. Kawasan Pertambangan merupakan Kawasan  kontrak  Rarya
pertambangan intan berlokasi di Kecamatan Cempaka; dan

www.peraturan.go.id



2024, No.136 sq.

b,  Ketentuan mengenai Kawasan pertambangan mineral dan  batubara
menvesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentifl

Paragrafl 1
Umum

Pasal 81
Retentuan Insentdf dan Disinsentif dalam Pepataan Ruang sebagaimana
dimaksud datam Pasal 49 ayat (4] huruf ¢ diselenggarakan untuk:
a.  meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka
mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
b,  memiasilitasi kegintan Pemanfaatan Ruang agar scjalan dengan Rencana
Tata Ruang;
c.  meningkatkan kemitraan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka
Pemanfaatan Ruang vang scjalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
d. kctcntuan pemberian Insentif dan Disinsentil terdiri atas:
Insentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kecamatan dan
kelurahan dalam Wilayah Kota dan kepada Daerah kabupaten/kota
lainnya;
2. Insentif dari Pemerintah Daerah kota kepada Masyarakat umum
3. Disinsentif dari pemerintah kota kepada pemerintah kecamatan dan
kelurahan dalam Wilayah Kota dan kepada Pemerintah Daerah
kabupaten /kota lainnva; danfatau
4, Disinsentif dari Pemerintah Daerah kota kepada Masyarakat umum,

Paragraf 2
Hentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif

Pasal 82
(1) Insentii merupakan perangkat  untuk  memotivasi, mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang memiliki nilai tambah pada zona vang
periu didorong pengembangannya.
(2] Insentdf diberikan dengan tetap menghormatl hak Orang sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 83
(1] Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat berupa:
a.  Insentif fiskal; dan/atau
b. Insentif nonfiskal
(2) Insentif fiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (1| huruf a dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
b, pengurangan retribusi.
(3] Imsentf nonfiskal sebagalmana dimaksud pada ayat (1) buruf b dapat
berupa;
pemberian kompensasi;
subsidi silang;
kemudahan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
kemudahan perizinan;
imbalan;
sewa Ruang;
urun saham;
penyediaan prasarana dan sarana;

FRrsaoop
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I, penghargaan; dan/atau
J. publikasi atau promosi.
(4] Pemberian Insentif fiskal dilaksanakan sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 84

Insentfl dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota

lainnya schagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka | dapat berupa:

a. pemberian kompensasi dari pemerintah kota penerima manfaat kepada
dacrah pemberi manfaat atas manfaat vang diterima oleh Daerah
kabupaten /kota penerima manfaat;

b,  kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

c. kemudahan penerbitan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan
perizinan bagi  kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh
pemerintah kota penerima manfaat kepada investor yang berasal dari
Daerah kabupaten/kota pemberi manfaat; dan/atau

d. publikasi atau promosi Daerah.

Pasal 85
Insentif dan Pemerintah Daerah kota kepada Masyarakat umum sebagaimana
dimaksud dalam pasal 81 huruf d angka 2 dapat berupa:
pemberian keringanan pajak;
pemberian kompensasi;
pengurangan retribusi;
imbalan;
stwa ruang;
urun saham;
penyediaan prasarana dan sarana;
kemudahan penerbitan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang:
dan/atau
kemudahan perizinan.

FEmaRn o

Pasal 86

(1] Mekanisme pemberian Insentil yang berasal dari Pemerintah Daerah kota
diatur dengan peraturan Wall Kota.

(2] Mckanisme pemberian Insentif dari pemeriniah kota kepada pemerintah
kabupaten /kota lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar
Pemerintah Daerah,

(3] Pengaturan mekanisme pemberian Insentifl sebagaimana dimaksud pada
avat (1] dan ayat {2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku,

Paragral 3
Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

Pasal 87
(1) Disinsentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong,
memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap
kegiatan Pemanfaatan Ruang vang memiliki nilai tambah pada zona yang
perlu didorong pengembangannya.
(2] Disinsentil diberikan dengan tetap menghormatl hak Orang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 88
(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dapat berupa:
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a.  Disinsendf fiskal; danfatau
b, Disinsentif nonfiskal.
(2] Disinsentil fiskal sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a berupa
pengenaan pajak yang tinggi.
(3] Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat
berupa:
a.  kewajlban memberi kompensasi;
b, pensyaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan perizinan;
¢,  kewajiban memberi imbalan; dan/atau
d, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana,
¢, Pemberian Disinsentif fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang beriaku.

Pasal 89

Disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota

lainnya sebagalmana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d angka 3 lainnya dapat

berupa:

a. pengajuan pemberian kompensasi darl pemerintah kota pemberi manfaat
kepada Dacrah kabupaten /kota penerima manfaat;

b,  pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; danfatau

c. pensvaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan perizinan bagl kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diberikan
oleh pemerintah kota pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari
Daerah kabupaten /kota penerima manfaat.

Pasal 90
Disinsentif dari pemerintah kota kepada Masyarakat umum scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 81 hurul d angka 4 dapal berupa:
a. kewajiban memberi kompensast;
b, pensvaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan perizinan bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan
oieh pemerintah kota;
kewajiban memberi imbalan;
pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; danj/atau
pensvaratan khusus dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan perizinan.,

oen

Pasal 91

(1] Mckanisme pemberian Disinsentif yang berasal dari Pemerintah Daerah
kota diatur dengan peraturan Wali Kola,

(2] Meckanisme pemberian Disinsenti{ dari pemerintah  Kota kepada
pemerintah  kabupaten/kota lainnva diatur berdasarkan kesepakatan
bersama antar Pemerintah Daersh,

(3] Pengaturan mekanisme pemberian Disinsentif sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dan ayat (2| berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Bagian Kelima
Arahan Sanksi
PPasal 92
(11 Arahan sanksi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4] huruf d
merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap Orang yang

terbukti melakukan pelanggaran Penataan Ruang yang ldak sesuai
dengan Rencana Tata Ruang,

www.peraturan.go.id



61 2024, No.136

(2] Pengenaan sanksl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
sanksi administratif.
(3] Pelanggaran di bidang Penataan Ruang schagaimana dimaksud pada ayat

1) meliputi:

a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

b, Pemanfaatan Ruang vang tidak sesuai dengan izin Pemanlaatan
Ruang atau Kesesualan Keglatan Pemanfaatan Ruang vang diberikan
oleh pejabat berwenang;

c. Pemanfaatan Ruang vang tidak sesuai dengan persyaratan izin atau
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat
yang berwenang: dan/atau

. menghalangl akses terhadap Kawasan yang dinyatakan oleh
peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

(4] Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

A.  peringatan tertulis;

b, penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi,

pencabutan izin atau Kesesuatan Reglatan Pemanfaatan Ruang:

pembatalan izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

pembongkaran bangunan;

pemulihan fungsi Ruang;

pencabutan Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan/atau

. denda administratif,

(5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat |2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FER R0

—

Pasal 93

Pemanfaatan Ruang yang tidak sesual dengan Rencana Tata Ruang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a. memanfaatkan Ruang dengan izin Pemanfastan Ruang atau Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan
peruntukannya;

b, memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaaran Ruang atau Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya;
dan/atau

c. memanfaatkan Ruang tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 93
Pemanfaatan Ruang vang tldak sesual dengan izin Pemanfaatan Ruang yang
diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat
(3] huruf b terdiri atas:
a, tdak menindaklanjuti izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang vang telab dikeluarkan; dan/atau
b, memanfaatkan Ruang tidak sesual dengan fungsl Ruang yvang tercantum
dalam izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesualan Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.

Pasal 95
Pemanfaatan Ruang yang Udak sesuai dengan persyaratan izin  atau
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diberikan oleh pejabat yang
berwenang schagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3] huruf ¢ terdiri atas:
a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
b, melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan;
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melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau;
melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau
tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan
persvaratan dalam izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang,

moan

Pasal 96
Menghalangi akses terhadap Kawasan vang dinyatakan oleh peraturan
perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 92 ayat (3} huruf d terdiri atas;
o, menutup akses ke Sungai, danau, situ, dan sumber daya alam sera
prasarana publik;
menutup akses terhadap sumber air;
menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
menutup akses terhadap Jalan umum tanpa izin atau Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diterbitkan oleh pejabat  yang
berwenang.

~epT

Pasal 97
Pelanggaran di bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94
ayat [3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, dan/atau Pasal 98 dapat dikenai sanksi
administratif.

Bagian Keenam
Penilaian Pelaksanaan Kesesunian Kegiatan Pemaniaatan Ruang

PPasal 98
(1] Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan  Pemanfaatan  Ruang
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4) huruf ¢ dilaksanakan
untuk memastikan:
a.  kepatuhan pelaksanaan ketentuan  Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang; dan
b.  pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang.
(2] Penilaian kepatuhan pelaksanaan  ketentuan  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanlaaian Ruang dilakukan pada pericde:
a. selama pembangunan; dan
b. pasca pembangunan,
(3) Penilaian pelaksanaan ketentuan  dokumen  Kesesuaian  Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Penilaian Perwujudan RTRW

Pasal 99
(1)  Penilaian perwujudan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat
|4) huruf f, dilakukan dengan:
a.  penilasan tingkat perwujudan rencana Strukiur Ruang, dan
b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
(2] Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencansa Pola Ruang
dilakukan terhadap:
a.  kesesuaian program;
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b. kesesuaian lokasi; dan
c. lkesesuatan waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang,

(3] Hasil penilazan tingkat perwujudan rencana Strulktur Ruang dan rencana

Pola Ruang memuat:

a.  rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang terwujud;

b, rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang yang belum
terwujud; dan

©. pelaksanaan program pembangunan yang tidak sesuai dengan
muatan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

(4] Terhadap hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang dan hasil perwujudan RTRW, dilakukan pengendalian implikasi
kewilayahan untuk terwujudnya keseimbangan pengembangan Wilayah
sehagaimana tertuang dalam RTRW.

(51 Pengendalian implikasi kewilavahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilakukan pada:

a. zona kendali; atau
b, zona yang didorong,

(6] Terhadap zona kendali dan zona yang didorong sebagaimana dimaksud
pada ayart (5), dapat disusun perangkat Pengendalian Pemanfaatan Ruang
vang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota,

(71  Penilaian perwujudan RTRW dilakukan 1 (satu] kali dalam 5 {lima] tahun
dan dilaksanakan | {satu) tahun scbelum Peninjauan Kembali RTRW,

(8) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan vang bersifat strategis naslonal
vang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan
penilaian perwujudan RTRW dapat dilakukan lebih dard 1 (satu) kali
dalam 5 (lima| tahun.

(9] Penilalan perwujudan RTRW dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB IX
KELEMBAGAAN

Pasal 100

(1] Dalam rangka mengkoordinasikan Penyelenggaraan Penataan Ruang dan
kerja sama antar sektor/antar Daerah bidang Penataan Ruang dibentuk
Forum Penataan Ruang,

(2] Anggota Forum Penataan Ruang scbagaimana dimaksud pada avat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

(3] Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdiri atas instansi vertikal di bidang pertanahan, perangkat Daerah,
Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh Masyarakat,

(4] Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
rugas pada aspek:

a. Perencanaan Tata Ruang,
b. Pemanfaatan Ruang: dan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang,

(5] Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja yang ebih terpering mengenai
Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Wall Kota.
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BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 101
(1) Masyarakat mempunyai hak dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang
untuk mencapal tujuan Penataan Ruang.
(2) Hak Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (1] meliputi:

A mengetahui secara terbuka RTRW Kota;

b,  menikmati Pemanfaatan Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang
sebagal akibat dari Penataan Ruang;

c. memperoleh penggantian vang layak atas kondisi vang dialaminya
schagal akibat peclaksanaan kegiatan pembangunan yang scsuai
dengan Rencana Tata Ruang;

d.  mengajukan keberatan pada masa dan/atau periode tertentu vang
ditetapkan;

e. mengajukan tuntutan pembatalan izin atau Kesesualan Kegiatan
Pemanfaatan Ruang dan penghentian pembangunan yang tidak
sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat yang berwenang;

f.  mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau

pemegang izin atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila
kegialan pembangunan yang tidak sesual dengan Rencana Tata
Ruang yang menimbulkan kerugian;

mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
mengawasi  pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan Tata
Ruang,

TR

Baglan Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 102

Dalam kegiatan dan Penataan Ruang Wilayah, Masyvarakat berkewajiban:

a,  menaati Rencana Tata Ruang vang telah ditetapkan,

b. memanfaatkan Ruang sesual dengan izin Pemanfaatan Ruang atau
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat vang berwenang;

c. mematuhi ketentuan  yang  ditetapkan  dalam  persyaratan  izin
Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

d. memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyvatakan sebagai milik umum,

Pasal 103

(1] Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 102 dilaksanakan dengan mematuhi  dan
menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penalaan
Ruang yang ditetapkan sesual dengan peraturan perundang-undangan.

(2] Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat
secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-
faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang
serasl, selaras, dan seimbang,
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Bagian Ketlga
Peran Masyarakat

Pasal 104
(1) Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

a.  Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang; dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

(2] Bentuk peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang schbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:

A masukan mengenai:

1, persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang,
2. penentuan arah pengembangan Wilayah atau Kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah
atau Kawasan;
4, perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
5. penetapan Rencana Tala Ruang,

b, kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
sesama unsur Masvarakat dalam Perencanaan Tata Ruang,

(3] Bentuk peran Masyvarakat dalam Pemanfaatan Ruang secbagaimana
dimaksud pada ayat (1) buruf b dapat berupa:

A, masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. lkerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau
sesama unsur Masvarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. kegiatan memanfaatkan Ruang vang sesuai dengan kearifan lokal
dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

d.  peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan
Ruang darat, Ruang laut, Ruang udara, dan Ruang di dalam bumi
dengan memperhatikan keartfan lokal serta sesual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

¢. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta
memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup
dan sumber daya alam; dan/atau

f.  kegiatan investasl dalam Pemanfaatan Ruang sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfsatan Ruang
schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a.  masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan atau
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentfl dan
Disinsentif serta pengenaan sanksi;

b.  keikutsertaan dalam memantau  dan  mengawasl  pelaksanaan
Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

¢, pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam
hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan
Pemanfaatan Ruang vang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah
ditetapkan; dan/atau

d. pengajuan keberaran terhadap keputusan pejabat yang berwenang
terhadap pembangunan yvang dianggap tidak sesuai dengan Rencana
Tata Ruang,

(5] Peran Masvarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secars
langsung dan/atau tertulis,

(6) Peran Masyvarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat
disampaikan kepada Wali Kota.

(7] Peran Masyarakat scbagaimana dimaksud pada ayat (5| juga dapat
disampaikan melalui unit kerja terkait vang ditunjuk oleh Walikota.
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(8) Dalam rangka meningkatkan Peran Masyarakat, Pemerintah Daerah
membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang
diakses dengan mudah oleh Masvarakat,

(9] Pelaksanaan tata cara Peran Masyarakat dalam  Penataan  Ruang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

BAB XI
RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 105

(1) Pemerintah Daerah melakukan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
Kota Banjarbaru.

(2] Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW Kota Banjarbaru.

(3] Ketentuan mengenai Rencana Detail Tata Ruang Kota Banjarbaru diatur
dengan Peraturan Wali Kota berperdoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan,

BABE XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106
(1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal
ditetapkan dan ditinjau kembali | [satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Peninjauan kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 [satu) kali dalam
periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis
berupa.
bencana  alam  yang  ditetapkan dengan  peraturan  perundang-
undangan,;

b. perubahan batas teritorial negara yvang ditetapkan dengan undang-
undang;

c. perubahan batas Dacrah yang ditetapkan dengan undang-undang;
dan

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(3] Peninjauan kembali RTRW dilsksanakan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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LAMPIRAN XV

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
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